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BERITA ACARA EVALIJASI PEKER.JAAN

NOMOR

TANGGAL

PEKERJAAN

TAHUN ANGGARAN

PL. 102 / 55 / 3 / PIP.SMG-2022

18Maret 2022

Pengadaan Audit KAP
2022

Pada hari ini Jum'at tanggai Delapan belas bulan Maret Tahun dua ribu dua puluh dua (18-
03-2022), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen Barang dan
Jasa untuk pekeijaan tersebut diatas, dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang
dan Jasa PIP Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi Pekeijaan terhadap Penyedia
Barang/Jasa untuk pekeijaan tersebut iatas.
Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen.
Hadir dalam rapat
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BARANG/JASA :

1. MARKHABAN SAPIA HADI, ST

PENYEDIA BARANG DAN JASA

NAMA PERUSAHAAN

SANTOSO

ALAMAT

NPWP

KAP DARSONO & BUDI CAHYO

Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec.
Semarang Selatan, Jawa Tengah
02.798.723.9-508.000

NO URAIAN

KELENGKAPAN

(+)
KETERANGAN

Sesuai
Tdk

Sesuai

1 Kualitas Barang/jasa: + Sesuai Spesifikasi Teknis
2 Waktu Pelaksanaan

Pekerjaan
+

Sesuai Surat Perintah Keija
(SPK)

3 Dokumen Tagihan
+

Sesuai Peraturan Presiden

No. 12 Tahun 2021

HASIL AKHIR SESUAI

Demikian Berita Acara Evaluasi Pekeijaan untuk Paket Pekeijaan Pengadaan Audit
KAP ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen

MARKHABAN SAPTA HADL ST

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19840327 201012 1 003
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SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: PL.102 / 24 / 8 / PlP.SMG-2022

Paket Peketjaan : Pengadaan Audit KAP.

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Alamat : Jl. Singosari 2A Semarang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;
berdasarkan SPK nomor PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2 Februari 2022, bersama
ini memerintahkan:

Nama Penyedia
Alamat

: KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

:  Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan,
Semarang, Jawa Tengah

yang dalam hal ini diwakili oleh BUDI CAHYO S, SE, Akt, CA, CPA,
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;
untuk segera memulai pelaksanaan pekeijaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
1. Paket pengadaan: Pengadaan Audit KAP;
2. Tanggal mulai kerja: 2 Februari 2022;
3. Svarat-svarat pekeijaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;
4. Waktu penyelesaian: selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender dan pekerjaan hams

sudah selesai pada tanggal 18 Maret 2022;
5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekeijaan Penyedia

akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK sesuai
ketentuan dalam SPK.

Semarang, 2 Febmari 2022
Untuk dan atas nama POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Pejabat Pembuat Komitmen

SA >TA HADL STMARKHABA^

PPK BLU

NIP. 19840327 201012 1 003

Menerima dan menyetujui:
Untuk dan atas nama KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 2 Februari 2022

Nama PPK MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Nama Penyedia KAP DARSONO & BUDl CAHYO SANTOSO

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN AUDIT KAP

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 20 / 10 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 27 Januari 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL. 102 / 22 / 17 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 31 Januari 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.WA.4627.EBD.955.51.1525113

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak
tanggal 2 Februari - 18 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Lumsum.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA SATUAN JUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung Jawab 30
Orang/
lam

Rp 500.000 Rp 14.000.000

2 Supervisor 35
Orang/
lam

Rp 200.000 Rp 6.800.000

3 Ketua Tim 100
Orang/
lam

Rp 125.000 Rp 12.000.000

4 Staf Audit 225
Orang/
[am

Rp 70.000 Rp 15.750.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 48.550.000

B BIAYA NGN PERSONIL

1
biaya penggandaan laporan (
audit umum)

4 eks Rp 181.250 Rp 725.000

2
biaya penggandaan laporan
fkepatuhan")

4 eks Rp 181.250 Rp 725.000



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA ;

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.I02 / 24 / 7 / PlP.SMG-2022

Tanggal : 2 Februari 2022

JUMLAH BIAYA LANGSUNG

PERSONIL
Rp 1.450.000

TOTAL Rp 50.000.000

PPN Rp 5.000.000

JUMLAH Rp 55.000.000

Terbilang: Lima puluh lima juta rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam ha! pengajuan peimintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berila Acara Serah Terima Pekeijaan.

c. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama atas nama Dr.
Darsono, MBA, Akt. dengan Nomor Rekening : 1.034.13188-1

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar ]%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

MARKHABAN SAPTA HADI. ST

Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19840327 201012 1003

Untuk dan atas nama Penyedia
KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO

TE
EMP

V vi40D 6171

BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner
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SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.I02 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 2 Februari 2022

Nama PPK MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Nama Penyedia KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

PAKET PENGADAAN:

PENGADAAN AUDIT KAP

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.I02 / 20 / 10 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 27 Januari 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL.I02 / 22 / 17 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 31 Januari 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegiatan: 022.12.WA.4627.EBD.955.5 i .J.525113

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak
tanggal 2 Februari - 18 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Lumsum.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA SATUAN JUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung jawab 30
Orang/
lam

Rp 500.000 Rp 14.000.000

2 Supervisor 35
Orang/
|am

Rp 200.000 Rp 6.800.000

3 Ketua Tim ICQ
Orang/
lam

Rp 125.000 Rp 12.000.000

4 Staf Audit 225
Orang/
lam

Rp 70.000 Rp 15.750.000

lUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 48.550.000

B BIAYA NGN PERSONIL

1
biaya penggandaan laporan (
audit umuml

4 eks Rp 181.250 Rp 725.000

2
biaya penggandaan laporan
fkepatuhan)

4 eks Rp 181.250 Rp 725.000



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA ;

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 2 Februari 2022

JUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 1.450.000

TOTAL Rp 50.000.000

PPN Rp 5.000.000

JUMLAH Rp 55.000.000

Terbilang: Lima puluh lima juta rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

a. PIHAK KEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.

b. Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

0. Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekeijaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama atas nama Dr.
Darsono, MBA, Akt. dengan Nomor Rekening : 1.034.13188-1

d. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
penggantian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.

e. Apabila teijadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

Untuk dan atas nama

Politeknik llmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

MARKHABAN SAPTA HADI. ST

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO

BUDI CAHYO S, SE, Akt. CA. CPA

Partner



SYARAT UMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsaban, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penub terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperbitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berbak atas kepemilikan semua Konstruksi/baban yang terkait langsung atau
disediakan sebubungan dengan jasa yang diberikan oleb penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleb PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan bak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hakkepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/baban yang disediakan oleb PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakbir atau jika tidak diperlukan lagi oleb penyedia. Semua peralatan tersebut
barus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sab yang dibebankan oleb bukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telab terraasuk dalam barga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalibkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selurub
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu.
Pengalihan selurub pekerjaan banya diperbolehkan dalam bal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keqa.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeqaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORANHASILPEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeqaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeqaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeqaan. Hasil
pemeriksaan pekeqaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeq'aan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeqaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeqaan di lokasi pekeqaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeqaan yang berisi rencana dan realisasi pekeqaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keq'a untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeqaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeqaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeqaan di lokasi pekeqaaa

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeqaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekeq'aan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeqaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeqaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeqaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

Setelah pekeq'aan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeqaan.
Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeqaan.
PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeqaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeqaan dan/atau tim teknis.
Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeqaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

a.

b.

c.

d.



e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti mgi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau peipanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teqadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeqaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang dia,jukan oleh penyedia.



19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan imtuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus dlserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;
penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
penyedia berada dalam keadaan pailit;
Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;
penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;
PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau keialaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa peianggaran syarat ini mempakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

PIP Semarang

Untuk dan atas nama Penyedia

KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO

LA
MARKHABAN AP A HADL ST

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

BUDI CAHYO S. SE, Akt. CA. CPA

Partner



SYARAT UMUM

SURAT PEREVTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan selumh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija,

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeqaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeqaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang danperalatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeq'aan, serta pekeqa untuk pelaksanaan pekeqaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kemsakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keqanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASANPERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeqaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGANDANRJSIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keq'a sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsakan Hasil Pekeqaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekeqaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeijaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeijaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeqaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeijaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeq'aan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Keija, dan melaksanakan pekeq'aan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeq'aan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekerjaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeq'aan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakulan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeqaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.



e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekerjaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jikaberdasarkan datapenunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;
penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
penyedia menghentikan pekeqaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam
program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
penyedia berada dalam keadaan pailit;
Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan
sebanyak 3 (tiga) kali;
penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka
waktu yang ditetapkan oleh PPK;
PPK memerintahkan penyedia tmtuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan
pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi basil pekegaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari ketja setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permi!) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyeiesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGANPEMBERIANKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini mempakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

PIP Semarang

Untuk dan atas nama Penyedia

KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO

♦

MARKHABAN/SAPTA HADI. ST

Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19840327 20I0I2 I 003

BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner



SYARATUMUM

SURAT PEREVTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekeijaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekeijaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kemsakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASAN PERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsakan Hasil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga xmtuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeijaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORANHASILPEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeijaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeijaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeijaan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekeijaan yang berisi rencana dan realisasi pekeqaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keija untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeqaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeijaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekegaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeijaan di lokasi pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada Tanggal Mulai Keija, dan melaksanakan pekeijaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekegaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeijaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeijaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeijaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekegaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.



e. PPK menerima hasil pekeijaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PembahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Peipanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekegaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeqaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekeijaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini hams diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeqaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi DaftarHitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan pemndang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia hams sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permit) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk bempaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini mempakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen

PIP Semarang

MARKHABAiy SAPTA HADI. ST
Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19840327 201012 1003

Untuk dan atas nama Penyedia

KAP DARSONO & BUDl CAHYO

SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM ^KAN ̂

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG ^
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP. (62)024-8311527
(62)024-6311528

FAX (62)024-8311529

Email . tnfo@pip-semarang.ac.id
Home Page: www rtD-semaranQ.ac.td

Nomor : PL.102/22/19/PIP-SMG-2022 Semarang, 31 Januari 2022
Lampiran : ~

Kepada Yth.
Direktur KAP DARSONO & BUD! CAHYO SANTOSO

Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Semarang, Jawa
Tengah

Perihal : Pemmjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket pekeijaan Pengadaan Audit
KAP.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor: 073/KAP-DB/1/2022 tanggai
27 Januari 2022 tentang Penawaran pekeijaan Pengadaan Audit KAP dengan basil negosiasi
harga sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puiuh lima juta rupiah) kami nyatakan diterima/
disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 15 (lima belas) hari keija setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan Perundangan terkait tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta
petunjuk teknisnya.

Poiiteknik Ilmu Pelayaran Semarang

PPK Beianja BLU

MARKHABAN SAPTA HADI. ST

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19840327 201012 1 003

Tembusan Yth. :

1. Kuasa Pengguna Anggaran PIP Semarang
2. Satuan Pemeriksa Intern (SPI) PIP Semarang
3. Pejabat Pengadaan Beianja BLU PIP Semarang
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BADAN LAYANAN UMUM
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JALAN SlNGOSARl 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP {62)024-8311527

(62)024-8311528
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BERITA ACARA

RAPAT PRA KONTRAK

No : PL.102 / 22 / 18 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh dua

berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekeijaan Pengadaan Audit KAP

dari Pejabat Pengadaaan No.PL.102/22/17/PiP.SMG-2022 tanggal 3! Januari 2022 telah diadakan

Rapat Pra Kontrak (Pre Award Meeting) antara PPK Belanja BLU, Pejabat Pengadaan Belanja

dengan Calon Penyedia Jasa yang ditetapkan sebagai Pemenang

Dalam Rapat Pra Kontra tersebut telah dibahas serta disepakati hai-hal sebagaimana yang

dinyatakan dalam Berita Acara ini antara Iain :

1. Waktu Penerbitan SPPBJ

SPPBJ akan diterbitkan tanggal 31 Januari 2022

2. Draft Surat Perintah Keija dibuat sesuai dengan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa serta

Pedoman Penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang diatur dengan Peraturan Kepala

LKPP.

3. Untuk harga satuan pekeijaan yang bersifat timpang (unbalance), harga tersebut berlaku sebatas

volume yang tertera pada dokumen lelang, selebihnya akan dinegosiasi kembali.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia Barang/Jasa
KAP DARSONO & BUDl CAHYO SANTOSO

PPK Belanja BLU
PIP Semarang

BUDl CAHYO S. SE, Akt, CA. CPA

Partner

MARKHABAN SAPTA HAD!. ST

Penata Muda (lll/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Pejabat Pengadaan Barang /Jasa Belanja
PIP Semarang

WAHYU PRASETYA A. S.SiT.. M.T.

Pembina (IV/a)

NIP. 19760526 200502 2 001
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JALAN SINGOSARI 2A
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VK4NQ

BERITA ACARA EVALUASI. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI

NOMOR :  PL. 102 / 245 / 2 / PIP.SMG-2021

TANGGAL ;  30 Desember 2021

PEKERJAAN :  Pengadaan Audit KAP
TAHUN ANGGARAN :  2022

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (30-
12-2021), kami yang bertanda tangan dibawah ini Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk
pekerjaan tersebut diatas, dengan mcngambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP
Semarang, telah mengadakan rapat Evaluasi, Kiarifikasi dan Negosiasi Tcknis dan Harga
terhadap dokumen penawaran dari calon Penyedia Barang untuk pekeijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.
Hadir daiam rapat
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA :

1. WAHYU PRASETYA A, S.SIT., M.T. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

PENYEDIA BARANG DAN JASA

NAMA PERUSAHAAN

SANTOSO

ALAMAT

NPWP

KAP DARSONO & BUDI CAHYO

JI. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec.
Semarang Selatan, Semarang, Jawa Tengah
02.789.723.9-508.000

A. PENELITIAN DAN PENILAIAN ADMINISTRASI

NO NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

Surat Penawaran:

- Bertanggal + 27 Januari 2022

- Masa berlaku surat

penawaran
+ 30 Hari Kalender

- Jangka waktu pelaksanaan + 45 Hari Kalender

- Harga Penawaran (dalam
angka dan huruO

-1-

Rp. 56.787.500,-
(Lima puluh enam
juta tujuh ratus
delapan puluh tujuh
ribu lima ratus

rupiah)

- Tanda - Tangan + Direktur

HASIL AKHm LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Administrasi dinyataakan LULUS dengan demikian
dapat dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis



B. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN TEKNIS

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Spesifikasi teknis +

2 Jadwal Waktu Pelaksanaan +

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Teknis dinyatakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya

C. PENELITIAN DAN PENILAIAN DOKUMEN BIAYA

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Daftar Kuantitas dan Harga +

2 Koreksi aritmatik +

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Biaya dinyataakan LULUS dengan demikian dapat
dilanjutkan pada Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi

D. PENELITIAN DOKUMEN KUALIFIKASI

NO. NAMA DOKUMEN

KELENGKAPAN
Tdk ada KETERANGAN

Ada (+)

Sesuai Tdk Sesuai

1 Pakta Integritas +

2 Formulir Isian Kualifikasi;

a. Data Administrasi +

b. Landasan Hukum +

c. Pengurus Perusahaan +

d.Ijin Usaha (SIUP) +

e. Ijin Lainnya (TDP) +

f. Data Keuangan +

g. Data Pengalaman
Perusahaan 4 Tahun Terakhir

+

h. Data Pengalaman Pekerjaan
yang sesuai

+

HASIL AKHIR LULUS

Hasil Penelitian dan penilaian Dokumen Kualifikasi (Keuangan dan Teknis) dinyatakan LULUS
dengan demikian dapat dilanjutkan Klarifikasi dan Negoisasi.



E. KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

1.

2.

3.

Administrasi

a. Calon Penyedia Barang dapat menunjukkan scmua dokumen "Asli" yang dipersyaratkan
dalam dokumen pengadaan.

Teknis

Calon Penyedia Barang sanggup /
pekeijaan sesuai Jadwal waktu pelaksanaan /
dokumen pengadaan.
Calon Penyedia Barang sanggup /
pekerjaan dalam keadaan baru dan berfungsi
Calon Penyedia Barang sanggup / tidak oonggup melaksanakan Pekeijaan dengan
spesifikasi teknis sesuai yang ditetapkan dalam dokumen pengadaan.

a.

b.

c.

melaksanakan / menyerahkan
penyerahan yang ditetapkan dalam

menyerahkan barang-barang /

Harga
Setelah dilaksanakan Klarifikasi, selanjutnya dilakukan negosiasi harga dengan hasil
sebagai berikut:
a. Harga Penawaran Pekeijaan yang tercantum dalam Dokumen Biaya yang diajukan oleh
KAP DARSONO & BUD! CAHYO SANTOSO sebesar Rp. 56.787.500,- (Lima puluh
enam juta tujuh ratus puluh delapan tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah dilakukan Negosiasi Harga, Hasil Negosiasi Harga Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
dan Penyedia Barang adalah :

Nama Perusahaan : KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan,
Semarang, Jawa Tengah
02.798.723.9-508.000

Rp. 56.787.500,-
Rp. 55.000.000,-
Lima puluh lima juta rupiah.

Demikian Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga terhadap dokumen
penawaran untuk Paket pekeijaan Pengadaan Audit KAP ini dibuat. Untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya

Alamat

NPWP

Harga Penawaran
Harga Negosiasi
Terbilang

Menyetujui:
Penyedia Barang/Jasa

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

BUDI CAHYO S. SE. AKT. CA. CPA

Partner

WAHYU PRASETYA A. S.SiT.. M.T.

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001



m

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
vKAN

^  JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024-8311527 FAX 162)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email infcK^pip-semarang.ac id

K0D6 POS 50242 Home Page www.oiD-sefTiarang ac id

BERITA ACARA HASIL PENGADAAN LANGSUNG ( BAHPL )

NOMOR PL. 102 / 22 / 17 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 31 Januari 2022

PEKERJAAN Pengadaan Audit KAP
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga puluh satu bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (31-
01-2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang, telah
mengadakan proses pengadaan langsung untuk pekeijaan tersebut di atas.

Pelaksanaan pengadaan langsung ini telah dilaksanakan sesuai Peraturan dan ketentuan yang
berlaku (Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
beserta perubahannya dan aturan turunannya) dan telah melalui tahapan-tahapan kcgiatan.

>  Proses pengadaan barang/jasa menggunakan metode Pengadaan langsung dengan
Pascakualifikasi.

>  Penyedia barang/jasa yang diperkenankan untuk mengikuti pengadaan langsung adalah
penyedia barang/jasa yang mempunyai Surat Izin Usaha asli yang masih berlaku serta
syarat-syarat lainnya.

TAHAP PROSES PENGADAAN LANGSUNG

1. Survey Harga Pasar dilakukan terhadap 1 (Satu) perusahaan yaitu KAP DARSONO &
BUDI CAHYO SANTOSO.

2. Perusahaan yang diundang sebanyak 2 (dua) dan memasukkan dokumen sebanyak 1 (satu)
Perusahaan.

3. Pemasukan dan pembukaan pcnawaran
❖ Dokumen Penawaran yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa pada tanggal

tersebut diatas, setelah dibuka dan diteliti dinyatakan memenuhi syarat sehingga dapat
dilanjutkan evaluasi.

❖ Hasil Pembukaan dokumen penawaran adalah sebagai berikut:
HPS/OE \Rp. 57.035.000,'

No NAMA PERUSAHAAN
NILAI

PENAWARAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

KET.

L
KAP DARSONO & BUDI

CAHYO SANTOSO
Rp. 56.787.500,- Rp. 56.787.500,- Lengkap



4. Unsur- unsur yang dievaluasi
Berdasarkan Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Nomor: PL. 102 / 22 / 16 /
PIP.SMG-2022 tanggal 31 Januari 2022, unsur - unsur yang dievaluasi beserta hasilnya
adalah sebagai berikut:

a. Penelitian dan Penilaian Administrasi: Sesuai

b. Penelitian dan Penilaian Dokumen Teknis : Sesuai

c. Penelitian dan Penilaian Dokumen Biaya : Sesuai

d. Penelitian dan Penilaian Dokumen Kualifikasi: Sesuai

5. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga
Klarifikasi dan Negosiasi dilakukan terhadap 1 (satu) penawar yang responsif, dengan hasil
sebagai berikut:

No
NAMA

PERUSAHAAN

NILAI

PENAWARAN

TERKOREKSI

NILAI

NEGOSIASI

HASIL

EVALUASI

1.
KAP DARSONO &

BUDI CAHYO

SANTOSO

Rp. 56.787.500,- Rp. 55.000.000,- LULUS

Demikian Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Pekeijaan Pengadaan Audit KAP.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

WAHYU PRASETYA A. S.SiT.. M.T.

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001
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HASIL NEGOSIASI HARGA

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO NAMA BARANG

HARGA (Rp)

JML JAM SATUAN JUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung Jawab 28 Orang/jam I^ 500.000 Rp 14.000.000

2 Supervisor 34 Orang/jam Rp 200.000 Rp 6.800.000

3 Ketua Tim 96 Orang/jam Rp 125.000 Rp 12.000.000

4 Staf Audit 225 Orang/jam Rp 70.000 Rp 15.750.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG

PERSONIL
Rp 48.550.000

B BIAYA NGN PERSONIL

1 biaya penggandaan laporan ( audit umum) 4 eks Rp 181.250 Rp 725.000

2 biaya penggandaan laporan (kepatuhan) 4 eks Rp 181.250 Rp 725.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG

PERSONIL
Rp 1.450.000

jumlah A + B Rp 50.000.000

ppn Rp 5.000.000

total Rp 55.000.000

Terbilang: Lima puluh lima juta rupiah

KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE. AKT. CA. CPA

Partner

Semarang, 31 Januari 2022

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

WAHYU PRASETYA A. S.SiT.. M.T.

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19760526 200502 2 001



KORF.KSI ARITMATHC

KANTORSATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMPAT

TAHXJN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

DUKUNGAN AUNAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, KVfN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI

PENGADAAN AUDIT KAP

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

0\VNERESriM.ATE(OE)/IIARGAPERKlRAANSENDIRI(HPS).. .. RAB KAP DARSONO & BUDI CAllVO S.VNTOSO NEGO ■

NO NAMADARANG
JUMLAH

JML JAM TOTAL

VOL lLVRGA(Kp) PAKET HARGA(Rp) PAKET HARGA(Rp)

SATUAN JUMIAH JML JAM .SATUAN JUMLAH JML JAM SATUAN JUML.\H

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung .Tawab 1 30 30 Orang/Jam Rp 500.000 Rp 15.000.000 1 30 Rp 500.000 Rp 15.000.000 1 28 Rp 500.000 Rp 14.000.000

2 Supervisor 1 35 35 Orang/Jam Rp 200.000 Rp 7.000.000 1 35 Rp 250.000 Rp 8.750.000 1 34 Rp 200.000 Rp 6.800.000

3 KetaaTim 1 100 100 Orang/Jam Rp 125.000 Rp 12.500.000 1 100 Rp 90.000 Rp 9.000.000 1 96 Rp 125.000 Rp 12.000.000

4 Staf Audit 3 75 225 Orang/Jam Rp 70.000 Rp 15.750.000 3 75 Rp 75.000 Rp 16.875.000 3 75 Rp 70.000 Rp 15.750.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL

B BIAYA NGN PERSONE.

1 bi^'a penggandaan laporan ( audit umum) 4 4 eks Rp 200.000 Rp 800.000 4 Rp 250.000 Rp 1.000.000 4 Rp 181.250 Rp 725.000

2 bi^a penggandaan laporan (Itepatuhan) 4 4 eks Rp 200.000 Rp 800.000 4 Rp 250.000 Rp 1.000.000 4 Rp 181.250 Rp 725.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL

JUMLAH Rp 51.850.000 JUMLAH Rp 51.625.000 JUMLAH Rp 50.000.000

PPN Rp 5.185.000 PPN Rp S.162.500 PPN Rp S.000.000

TOTAL Rp S7.03S.000 TOTAL Rp 56.787.500 TOTAL Bp 55.000.000

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

PENAWARAN PENAWARAN

KOREKSI KOREKSl

SELISIH SELISIH

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI. S.SiT.. M.T

PcmbiQa, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001

TERHADAPHPS TERHADAPIIPS

PROSENTASE PROSENTASE

Rp56.787^00

Rp56.787.SOO

RpO

-Rp247.SD0

-0,43%

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSE>rrASE

Rp5S.OOQ.OO0

Rp55.0a0.000

RpO

-RpZ.035.000

-3,57%



EVALUASI HARGA PENAWARAN

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMFAT

TAHCN ANGGARAN

POLll'EKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI

PENGADAAN AUDIT KAP

JL. SINGOSARl 2A SEMARANG

2022

OWNER ESTIMATE (OE) / HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) RAB KAP DARSONO & BUDICAHYG SANTOSO

NO NAMABARANG JUMLAH
HARGA (Rp) HARGA SAT.

(Rp)

PROSENTASE

(%)
KETERANG/^

TOTAL HARGA

SATUAN' JUMLAH (Rp)

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggimg Jawab 1 30 500.000,00 15.000.000,00 500.000,00 100% WAJAR Rp 15.000.000

2 Supervisor 1 35 200.000,00 7.000.000,00 250.000,00 125% TIMPANG Rp 8.750.000

3 KetuaTim 1 100 125.000,00 12.500.000,00 90.000,00 72% WAJAR Rp 9.000.000

4 Staf Audit 3 75 70.000,00 15.750.000,00 75.000,00 107% WAJAR Rp 16.875.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONE.

B BIAYA NGN PERSONIL

1 biaya penggandaan laporan ( audit umum) 4 200.000,00 800.000,00 250.000,00 125% TIMPANO Rp 1.000.000

2 biaya penggandaan laporan (kepatuhan) 4 200.000,00 800.000,00 250.000,00 125% TIMPANG Rp l.OOO.OOO

JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL

JUMLAH Rp 51.850.000 JUMLAH Rp 51.625.000

PEN Rp 5.185.000 PPN Rp 5.162.500

TOTAL Rp 57.035.000 TOTAL Rp 56.787.500

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINL S.SiT.. M.T

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001

PENAWARAN

KOREKSI

SELISIH

TERHADAP HPS

PROSENTASE

Rp56.787.S00

Rp56.787.500

RpO

-Rp247.S00

-0,43%



EVALUASIPENAWARAN ADMINISTRASI. TEKNIS DAN BIAYA

KANTOR/SATKER

KEGIATAN

PEKERJAAN

TEMFAT

TAHUN ANGGARAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI

PENGADAAN AUDIT KAP

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

2022

NO. NAMA PERUSAHAAN . ' .
/  . SYARAT-SYARAT; PENAWARAN: '

; \ KETERANGAN -

1 2 3 4'' 5A . SB sc "  5D ' 5E: " #  ■ 5G

1 KAP DARSONO & BUDICAHYG SANTOSO + + + + + + + + + + + LULUS

KETERANGAN:

1. SURAT PENAWARAN

2. JADWAL WAKTU PELAKSANAAN (TIME SCHEDULLE)

3. SPESIFKASITEKNIS

4. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

5. DOKUMENKUAUFKASI

A.PAKTAINTEGRITAS

B. FORMULIRISIAN KUALIFKASI

C.FOTOCOPYSIUP

D.FOIOCOPYTDP

E.FOTOCOPYNPWP

F. FOTOCOPY SPT TAHUN TERAKHR

G. FOTCX:OPY SPK/KONTRAK

PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA ANGGRAHINI. S.SIT.. NLT

Fembina, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001

Keterangan

Ada

Tidak Ada

Ada, Tidak Memenuht

= LULUS

= TIDAK LULUS

== TIDAK LULUS



essk
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM VKAN

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG —
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP (62)024-8311527

(62)024-8311528

FAX (62)024-8311529

Email info@p<p-semarang ac xJ
Home Page www pto-semarang ac Id

DAFTAR HADIR PEMBUKAAN PENAWARAN

H a ri

Tanggal
Pimpinan rapat
Acara

Senin

31 Januari 2022

Pejabal Pengadaan Barang/Jasa
Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Audit KAP

Pelabat Peneadaan Barang/Jasa

NO NAM A TANDA TANGAN

1.
WAHYU PRASETYA A,

S.SIT., M.T

Penvedia Barang/Jasa

No Nama Perusahaan TANDA TANGAN

I.
BUDI CAHYO S, SE,AKT, CA,

CPA

KAP DARSONO &

BUDI CAHYO

SANTOSO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

ISU BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN ^
BADAN LAYANAN UMUM vfCAN ̂

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG -•=si— -1":-
JALAN SINGOSARI 2A I TELP (62)024-8311527

SEMARANG ' (62)024-8311528
KODE POS 50242 1

FAX 102)024-8311529

Email info@pip-semarang ac kJ
Home Page www pip-semaranq ac k1

BERITA ACARA PEMBUKAAN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR :  PL.I02/22/ I5/PIP.SMG-2022

TANGGAL ;  31 Januari 2022

PEKERJAAN Pengadaan Audit KAP
TAHUN ANGGARAN :  2022

Pada hari ini KaSeninmis tanggal Tiga puluh satu bulan Januari Tahun Dua ribu dua puluh dua
(31-01-2022) dengan mengambil tempat di Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
telah diadakan rapat Pembukaan Penawaran imtuk pekcijaan tersebut diatas.

Rapat dipimpin oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa.

Hadir dalam rapat ini terdiri :
1  Pejabat pengadaan barang/jasa PIP Semarang
2  Penyedia Barang Barang dan Jasa : KAP DARSONO & BUDl CAHYO

SANTOSO

Pokok acara rapat adalah sebagai berikut:
Bahwa Perusahaan KAP DARSONO & BUD! CAHYO SANTOSO telah memasukkan

penawaran untuk Pengadaan Audit KAP. Nilai penawaran yang diajukan adalah sebesar
Rp.56.787.500,- (Lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
harga tersebut sudah termasuk keuntungan dan pajak yang berlaku. Jangka waktu penawaran
adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, Jangka waktu pelaksanaan 45 (empat puluh lima) hari
kalender.

Demikian Berita Acara Pembukaan Penawaran untuk Pengadaan Audit KAP ini dibuat dalam
rangkap secukupnya dan ditanda tangani oleh Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa TANDA-TANGAN

1. WAHYU PRASETYA A, S.SIT., M.T

Penvedia Barang/Jasa

1. BUDI CAHYO S, SE,AKT, CA, KAP DARSONO & 1.

CPA BUDI CAHYO

SANTOSO



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
vKANG

^  JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email info@pip-semarang ac kJ
KODE POS 50242 Homp Paqp www oiD-semarano ac id

LAMPIRAN BERITA ACARA PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN (BAPP)

NOMOR

TANGGAL

PEK.ERJAAN

TAHUN ANGGARAN

Nilai HPS/OE

PL.102 / 22 / 15 / PIP.SMG-2022

31 Januari 2022

Pengadaan Audit KAP
2022

Rp. 57.035.000,- (Lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu
rupiah)

NO.
NAMA

PERUSAHAAN

DOKUMEN

HARGA

PENAWARAN

JANGKA WAKTU

1 2 3 4 5
SURAT

PENAWARAN

PELAK

SANAAN

1.

KAP DARSONO

& BUDI CAHYO

SANTOSO

+ + + + + Rp 56.787.500,-
30 Hari

Kalender

45 Hari

Kalender

+ : ada

-  ; tidak ada

KETERANGAN

1.

2.

3.

4.

5.

Surat Penawaran

Dokumen Penawaran Teknis

- Spesiflkasi Teknis
- Jangka waktu/Jadwal Waktu Pelaksanaan
Dokumen Penawaran Harga
- Daftar Kuantitas dan Harga
Pakta Integritas
Formulir Isian kualifikasi

Penyedia Barang/Jasa
KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE.AKT. CA. CPA

Direktur

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa
PIP Semarang

WAHYU PRASHTYA A. S.SIT.. M.T

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19751224 201012 1 001



DOKUMEN PENAWARAN

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
MANAJEMEN KINERJA INTERNAL. LAYANAN MANAJEMEN

KEUANGAN. LAYANAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN.

REVIEW DAN EVALUASITARIF BLU

PEKERJAAN

PENGADAAN AUDIT KAP

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

PL DARSONO & BUDICAHYO SANTOSO
JI. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Semarang,

Jawa Tengah



KANTORAKUNTAN PUBLIK

DARSONO 4& BUDI CAHYO SANTOSO
^ Q/^Cina^f«m9nl '^^O'ksa/taniA O/nd (^iicwnMi^

NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282

Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

Nomor : 073/KAP-DB/I/2022 Semarang, 27 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) set

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa PIP Semarang

di

Jl. Singosari 2A Semarang

Perihal Pengadaan Audit KAP

Sehubungan dengan Undangan Pengadaan Langsung nomor: PL.102 / 20 /10 / PIP.SMG-2022 tanggal
27 Januari 2022 dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan Langsung, dengan in!
Kami mengajukan penawaran untuk Pekerjaan Pengadaan Audit KAP sebesar Rp. 56.787.500,- (Lima
puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh hbu lima ratus rupiah).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan Langsung untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekeijaan tersebut dengan jangka waktu peiaksanaan pekerjaan
selama 45 (Empat puluh lima) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal Surat Penawaran ini.

Sesuai dengan persyaratan, bersama Surat Penawaran ini kami lampirkan:
1. Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga;
2. Dokumen Isian Kualifikasi;

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada
semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung.

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE. AKT. OA. CPA

Direktur



KANTORAKUNTANPUBLIK

DARSOISO & BUDI CAHYO SANTOSO
^^aa; Q/^(ana^«m«*U a^%(l

NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282

Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

SPESIFIKASITEKNIS

Pengadaan Audit KAP
Politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

NO NAMA BARANG

JUMLAH HARGA (Rp)

TOTAL SAT. SATUAN JUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung Jawab 30 Orang/jam Rp 500.000 Rp 15.000.000

2 Supervisor 35 Orang/Jam Rp 250.000 Rp 8.750.000

3 Ketua Tim 100 Orang/Jam Rp 90.000 Rp 9.000.000

4 Staf Audit 225 Orang/Jam Rp 75.000 Rp 16.875.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL Rp 49.625.000

B BIAYA NGN PERSONIL

1
biaya penggandaan laporan (audit
umum)

4 eks Rp 250.000 Rp 1.000.000

2
biaya penggandaan laporan
fkepatuhan)

4 eks Rp 250.000 Rp 1.000.000

lUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL Rp 2.000.000

jumlah A -f B Rp 51.625.000

ppn Rp 5.162.500

total Rp 56.787.500

Terbilang: Lima puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Semarang, 27 Januari 2022

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE. AKT. OA. CPA

Partner



KANTORAKUNTAN PUBLIK

DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
^ Q/^(ana^«m«n£ a^%(l (^taiTun^

NO. KEP ■ 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282

Jl. Mugas Dalam No. 65 Tetp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

JADWAL WAKTU PELAKSANAAN

Pengadaan Audit KAP
Politeknik llmu Pelayaran Semarang Tahun 2022

No Uraian Hari

Pengadaan Audit KAP
45

A Kontrak Efektif 1

B Tahap Perencanaan 1

C Tahap Pekerjaan 40

D Serah Terlma 1

E Selesai 1

Semarang, 27 Januari 2022

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE. AKT. CA. CPA

Partner



KANTORAKUNTAN PUBLIK

DARSOINO & BUDI CAHYO SANTOSO
^ Q/fCzyttct^metU ̂ <yHMi/lan/A a/tul (^ticwfun^

NO. KEP - 053/KM.17/1999: Nomor Izin Usaha : 99.2.0282

Ji. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

SATUAN KERJA

PEKERJAAN

LOKASI

TH. ANGGARAN

RENCANA ANGGARAN BIAYA

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PENGADAAN AUDIT KAP

JL. SINGOSARI NO. 2A SEMARANG

2022

NO NAMA BARANG

JUMLAH HARGA (Rp)

TOTAL SAT. SATUAN JUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung Jawab 30 Orang/Jam Rp 500.000 Rp 15.000.000

2 Supervisor 35 Orang/Jam Rp 250.000 Rp 8.750.000

3 Ketua Tim 100 Orang/Jam Rp 90.000 Rp 9.000.000

4 Staf Audit 225 Orang/Jam Rp 75.000 Rp 16.875.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 49.625.000

B BIAYA NGN PERSONIL

1
biaya penggandaan laporan (audit
umum")

4 eks Rp 250.000 Rp 1.000.000

2
biaya penggandaan iaporan
fkepatuhanl

4 eks Rp 250.000 Rp 1.000.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 2.000.000

jumlah A + B Rp 51.625.000

PPn Rp 5.162.500

total Rp 56.787.500

Terbilang: Lima puluh enam Juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah

Semarang, 27 Januari 2022

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE. AKT. OA. CPA

Partner



DOKUMENISIAN KUALIFIKASI

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN PERENCANAAN,
KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM TRANSPORTASI. LAYANAN
MANAJEMEN KEVERJA INTERNAL. LAYANAN MANAJEMEN

KEUANGAN. LAYANAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN.

REVIEW DAN EVALUASITARIF BLU

PEKERJAAN

PENGADAAN AUDIT KAP

TAHUN ANGGARAN 2022

PENYEDIA BARANG

PL DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
J]. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Semarang,

Jawa Tengah



KANTORAKUNTAN PUBLIK

DARSOINO & BUDI CAHYO SANTOSO
<^aa; ̂  ^oma/£an& <Mid (^^leuntat^

NO. KEP - 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282

Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

PAKTA

INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak dan atas nama

BUDI CAHYO SANTOSO, SE, CA, CPA

33.7408.070465.001

Partner

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

dalam rangka Pengadaan Pengadaan Audit KAP, dengan ini menyatakan
bahwa:

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui
ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;

akan mengikuti prpses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional
untuk memberikan basil keija terbaik sesuai ketentuan perundang-undangan;

apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam
Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana.

Semarang, 27 Januari 2022

KAP DARSONO & BUDI

CAHYO SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner



KANTORAKUNTAN PUBLIK

DARSONO & BUDI CAHVO SANTOSO
^ Q/^a/na^emen^ '^0'n6a/£a'n& ci/nd

NO. KEP • 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282

Jl. Mugas Dalam No. 65 Telp. (024) 8417530 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243 ̂

FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama

No. Identitas

Jabatan

Bertindak

untuk

dan atas nama

Alamat

Telepon/Fax

Email

Budi Cahyo Santoso, SE, CA, CPA

33.7408.070465.0001

Partner

Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo Santoso

Jl. Mugas Daiam No. 65 Semarang

(024) 8417530 / (024) 8418124

kap_darsonocs@yahoo.com

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
1. saya bukan sebagai Pegawai Negeri (PNS) di lingkungan Kementerian Perhubungan;
2. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;
3. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak

yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;
4. badan usaha yang saya wakili tidak sedang dikenakan sanksi Daftar Hitam, tidak dalam

pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
5. data-data badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha
Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo

Santoso

2. Status Pusat □ Cabang

3.

Alamat Kantor Pusat

No. Telepon
No. Fax

E-Mail

Jl. Mugas Dalam No. 65 Semarang
(024) 8417530
(024) 8418124
kap_darsonocs@yahoo.com

4.

Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax

E-Mail

Bukti

5. kepemilikan/penguasaan
tempat usaha/kantor

SHM



B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

d. Nomor Pengesahan

/pendaftaran

Anggaran Dasar Koperasi

21

26 Maret 2003

Mohammad Hafidh, SH

2. Perubahan Terakhir Akta P(

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

d. Bukti perubahan

sndirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

C. Pengurus

1. Susunan Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT)

No Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

2. Direksi/Pengurus Badan Usaha

No. Nama No. KTP Jabatan dalam Badan Usaha

1. Dr. Darsono, MBA, CA, 33.7407.130862.0001 Managing Partner
CPA

2. Budi Cahyo Santoso, SE, 33.7408.070465.0001 Partner

CA, CPA

D. Izin Usaha dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

1. Izin Usaha Kantor 99.2.0282 Tanggal 2 Pebruari 1999

2. Masa berlaku izin usaha Tidak terbatas

3. Instansi pemberi izin usaha Departemen Keuangan Republik Indonesia

4. Klasifikasi Usaha Jasa

5. No. TDP/NIB TDP :11.01.5.69.11863 NIB :8120212051921



£. Izin Lainnya (apabila dipersyaratkan)

1. Izin

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Data Keuangan

1. Susunan Kepemilikan Saham/Susunan Persero (untuk CV/Firma)

No Nama No.KTP Alamat Prosentase

Kepemilikan

Saham

1. Dr. Darsono, MBA, CA, CPA 33.7407.130862.0001 Jl. Mugas Dalam 90%

Vin/7 Semarang
2. Budi Cahyo Santoso, SE, CA, 33.7408.070465.0001 Jl. Taman Tegalsari 10%

CPA 1/24 Semarang

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti Laporan Pajak Tahun

terakhir

02.798.723.9-508.000

03239406424212022451 tanggal 22 April 2021

G. Data Personalia (Tenaga ahli)

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat

Pendidikan

Jabatan

dalam

pekeijaan

Pengalaman

Kerja

(tahun)

Profesi

/Keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8

1.
Simardjojo, SE,

Akt, CA, CPA
22-11-1968

SI Ekonomi Supervisor 24 tahun Auditor 2003

2.
Islami

Rahmawati, SE
09-01-1987 SI Ekonomi

Ketua Tim
11 tahun Auditor 2010

3.
R. Akbar Dwi

Kanmia, SE
24-05-1995

SI Ekonomi Anggota Tim 4 Tahun Auditor 2017

4.
Primadhani Dyah

L.S, SE, M.Ak
27-03-1995

S2 Akuntansi Anggota Tim 4 Tahun Auditor 2021



5.
Nadia Aulia N. A,

A.Md, Ak
ll-n-2000

D3 Akuntansi Anggota Tim 1 Tahun Auditor 2021

H. Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan yang mendukung

No

Jenis

Peralatan/

Perlengkapan
Jumlah

Kapasitas
atau output

pada saat
ini

Merk dan

tipe
Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)

Lokasi

sekarang
Bukti

kepemilikan

1. Komputer P-4 8 LG 2016 100% Semarang Milik sendiri

2. Laptop 1 HP 2017 100% Seraarang Milik sendiri

3. Printer 5 Canon,
Epson

2010 dan

2017

100% Semarang Milik sendiri

4. Telephone 1 Panasonic 2000 100% Semarang Milik sendiri

5. Kendaraan

- Roda2

1 Honda 2019 100% Semarang Milik sendiri



I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir

Nama Paket

Pekeijaan

Ringkasan
Lingkup
Pekeijaan

Pemberi Pekeijaan Kontrak
Status

Penyedia
Tanggal Selesai

Menurut

No Lokasi

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Pelaksana

an

Pekeijaan Kontrak

BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Kab. Demak BLUD

Puskesmas

Bonang 1

Jl. Moro-

Demak

No. 50,

Kecamatan

Bonang,

Demak

020/KAP

DB/SPK/

II/C/2021

Tanggal

15-02-

2021

Rpl3.

000.0

00,00

Selesai 14-03-

2021

14-03-

2021

2 Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun Buku

2020

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Kab. Demak BLUD

Puskesmas

Wedung II

Jl. Letnan

Azhari No.

04,

Kecamatan

Wedung,

Demak

024/Kap-

DB/SPK/

11/2021

tanggal

15-02-

2021

Rpl3.

000.0

00,00

Selesai 14-03-

2021

14-03-

2021

3 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Kab.

Kebumen

BLUD

Puskesmas

Ayah I

Jl. Raya

Demagsari

Ayah

Kebumen

900/084/

2021

Tanggal

10-02-

2021

Rpl3.

800.0

00,00

Selesai 09-03-

2021

09-03-

2021

4 Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun Buku

2020

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Kab.

Kebumen

BLUD

Puskesmas

Gcmbong I

Jl. Yos

Sudarso

Timur No.

110,

Gombong

440/02/2

021

Tanggal

10-02-

2021

Rpl3.

800.0

00,00

Selesai 09-03-

2021

09-03-

2021

5 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

Tegal Politeknik

Keseiamata

n

Jl. Semeru

No. 3

Tegal,

SPK.09/P

L.ooi/ni/

PKTJ-

Rp50.

000.0

Selesai 14-05-

2021

14-05-

2021



2020 2020 Transportas

i Jalan

Jawa

Tengah

2021

tanggal

29-03-

2021

00,00

6 Audit alas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2019

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2019

Kab.

Pemalang

Perumda

Air Minum

Tirta Mulia

Kab.

Pemalang

Jl. Gatot

Subroto

No.30,

Pemalang

005/KAP

DB/SPK/

1/2020

tanggal

13

Januari

2020

Rp38.

500.0

00,00

Selesai 02-03-

2020

02-03-

2020

7 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2019

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2019

Kabupaten

Brebes

Perumda

Air Minum

Tirta

Baribis

Kab.

Brebes

Jl. Taman

Siswa No.

3, Brebes

004/KAP

DB/SPK/

1/2020

tanggal

11-01

2020

Rp42.

500.0

00,00

Selesai 27-02-

2020

27-02-

2020

8 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2019

Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun Buku

2019

Kabupaten

Brebes

RSUD

Kabupaten

Brebes

Jl. Jendral

Sudirman

No. 181,

Kab.

Brebes

024/KAP

DB/SPK/

III/2020

tanggal

18 Maret

2020

Rp55.

000.0

00,00

Selesai 17-04-

2020

17-04-

2020

9 Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun Buku

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Pekalongan Komite

Olahraga

Nasional

(KONl)

Stadion

Hoegeng

Jl. Bahagia

No. 46

Pekalonga

n

046/KAP

DB/SPK/

ni/2019

tanggal

10-05-

2019

Rp22.

000.0

00,00

Selesai 09-06-

2019

09-06-

2019

10 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Kabupaten

Demak

RSUD

Sunan

Kalijaga

Kab.

Demak

Jl. Sultan

Fatah

669/50

Demak

023/KAP

DB/SPK/

II/A/201

9

tanggal

04-02-

Rp50.

000.0

00,00

Selesai 21-03-

2019

21-03-

2019



2019

11 Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun Buku

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Kabupaten

Tegal

PDAM

Tirta Ayu

Kabupaten

Tegal

Jl. Dr.

Sutomo

No. IB,

Slawi

04I/KAP

DB/SPK/

IV2019

tanggal

20-02-

Rp40.

000.0

00,00

Selesai 04-04-

2019

04-04-

2019

2019

12 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Kabupaten

Pati

Perumda

Aneka

Usaha

Kabupaten

JL P.

Sudirman

No. 217,

Pati

043/KAP

DB/SPK/

III/A/201

9

Rpl9.

000.0

00,00

Selesai 18-04-

2019

18-04-

2019

Pati
tanggal

01-03-

2019



J. Data Pengalaman Pekerjaan Sejenis dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir

Nama Ringkasa
n Lingkup
Pekeqaan

Pemberi Pekegaan Kontrak
Status

Penyedia
Tanggal Selesai

Menumt

No Paket

Peketjaan
Lokasi

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Pelaksana

an

Pekeijaan Kontrak

BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

I Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2020

Tegal Politeknik

Keselamat

an

Transporta

si Jalan

Jl. Semeru

No. 3

Tegal,

Jawa

Tengah

SPK.09/P

L.OOl/III/

PKTJ-

2021

tanggal

29-03-

2021

Rp50.

000.0

00,00

Selesai 14-05-

2021

14-05-

2021

2 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2020

Kab.

Demak

BLUD

Puskesmas

Sayung I

Jl. Raya

Sayng

Demak RT

003 RW

003,

Demak

022/KAP

DB/SPK/

11/2021

Tanggal

15-02-

2021

Rpl3.

000.0

00,00

Selesai 14-03-

2021

14-03-

2021

3 Audit, atas
Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2020

Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun

Buku 2020

Kab.

Kebumen

BLUD

Puskesmas

Puring

Jl.

Petanahan

No. 19

Puring,

Kebumen

019.5/68/

2021

tanggal

10

Februari

2021

Rpl3.

800.0

00,00

Selesai 09-03-

2021

09-03-

2021

4 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2019

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2019

Kabupaten

Brebes

RSUD

Kabupaten

Brebes

Jl. Jendral

Sudirman

No. 181,

Kab.

Brebes

024/KAP

DB/SPK/

111/2020

tanggal

18 Maret

2020

Rp55.

000.0

00,00

Selesai 17-04-

2020

17-04-

2020

5 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2019

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2019

Kabupaten

Batang

PD.

Aneka

Usaha

Kabupaten

Jl. Perintis

Kemerdek

aan No. 3,

Watesalit,

020/KAP

DB/SPK/

11/2020

tanggal

Rpl8.

000.0

00,00

Selesai 08-04-

2020

08-04-

2020



Batang Batang 22

Februari

2020

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2018

Pekalonga

n

Komite

Olahraga

Nasional

(KONI)

Stadion

Hoegeng

Jl. Bahagia

No. 46

Pekalonga

046/KAP

DB/SPK/

III/2019

tanggal

10-05-

2019

Rp22.

000.0

00,00

Selesai 09-06-

2019

09-06-

2019

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku2018

Kabupaten

Pati

Perumda

Aneka

Usaha

Kabupaten

Pati

Jl. P.

Sudirman

No. 217,

Pati

043/KAP

DB/SPK/

III/A/201

9

tanggal

01-03-

2019

Rpl9.

000.0

00,00

Selesai 18-04-

2019

18-04-

2019

Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun Buku

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2018

Kabupaten

Demak

RSUD

Sunan

Kalijaga

Kab.

Demak

Jl. Sultan

Fatah

669/50

Demak

023/KAP

DB/SPK/

II/A/201

9

tanggal

04-02-

2019

Rp50.

000.0

00,00

Selesai 21-03-

2019

21-03-

2019

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Audit atas

Lqjoran
Keuangan
Tahun

Buku 2018

Kabupaten

Demak

PT.

Anwusa

Gas

Kabupaten

Demak

Jl.

Bhayangka

ra Bam

No. 4,

Demak

023/KAP

DB/SPK/

1/2019

tanggal

31-01-

2019

Rp25.

000.0

00,00

Selesai 30-02-

2019

30-02-

2019

10 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2018

Kabupaten

Tegal

PDAM

Tirta Ayu

Kabupaten

Tegal

Jl. Dr.

Sutomo

No. IB,

Slawi

041/KAP

DB/SPK/

11/2019

tanggal

20-02-

2019

Rp40.

000.0

00,00

Selesai 04-04-

2019

04-04-

2019



11 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2017

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2017

Kabupaten

Kendal

PD.

Farmasi

Kabupaten

Kendal

Jl. Laut

No. 2-C,

Kendal

008/KAP

DB/SPK/

1/2018

tanggal

30-01-

2018

Rpl3.

500.0

00,00

Selesai 23-03-

2018

23-03-

2018

12

13

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2017

Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun

Buku 2017

Pekalonga

n

Komite

Olahraga

Nasional

(KONl)

Stadion

Hoegeng

JI. Bahagia

No. 46

Pekalonga

045/KAP

DB/SPK/

Vni/A/2

018

tanggal

09-08-

2018

Rp20.

000.0

00,00

Selesai 26-09-

2018

26-09-

2018

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2017

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2017

Semarang PDAB

Tirta

Utama

Provinsi

Jawa

Tengah

Jl.

Potrosari I

No. 2,

Srondol

Kulon,

Banyuman

ik

014/Kap-

DB/SPK/

11/2018

tanggal

15

Februari

2018

Rp25.

000.0

00,00

Selesai 14-03-

2018

14-03-

2018

14 Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun Buku

2016

Audit atas

Laporan
Keuangan

Tahun

Buku 2016

Kabupaten

Kendal

PD.

Farmasi

Kabupaten

Kendal

JI. Laut

No. 2-C,

Kendal

042/KAP

DB/SPK/

V/20187

tanggal

26-05-

2017

Rpl2.

000.0

00,00

Selesai 13-07-

2017

13-07-

2017

15 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2016

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2016

Kabupaten

Brebes

PDAM

Tirta

Baribis

Kabupaten

Brebes

Jl. Taman

Siswa No.

3, Brebes

027/KAP

DB/in/2

017

tanggal

03-03-

2017

Rp31.

000.0

00,00

Selesai 20-04-

2017

20-04-

2017



16

17

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2015

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2015

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2015

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2015

Banjamega

ra

Brebes

RSUD Hj.

Anna

Lasmanah

RSUD

Kabupaten

Brebes

Jalan

Jend.

Soedriman

No. 42,

Banjarenga

ra

Jl. Jendral

Sudirman

No. 181,

Kab.

Brebes

027.1/A

UDIT

EKS

LAP,KE

U/2ai6

Tanggal

13

Septemb

er2016

040/KAP

DB/SPK/

VI/A/201

6

Tanggal

10-06-

2016

Rp47.

500.0

00,00

Rp50.

000.0

00,-

Selesai

Selesai

27-10-

2016

27-10-

2016

09-07-

2016

09-07-

2016

18 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2014

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2014

Kabupaten

Demak

PD. Aneka

Wira

Usaha

Kab.

Demak

Jl.

Bhayangka

ra Baru

No. 4,

Demak

003/KAP

DB/SPK/

1/2015

Tanggal

15

Januari

2015

Rp20.

000.0

00,00

Selesai 04-03-

2015

04-03-

2015

19 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2014

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2014

Magelang PDAM

Tirta

Gemilang

Kab.

Magelang

Jl. Letnan

Tukiyat

No. 2,

Kota

Mungkid

019/KAP

DB/SPK/

11/2015

tanggal

25

Agustus

2015

Rp26.

000.0

00,00

Selesai 12-10-

2015

12-10-

2015

20 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2013

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2013

Kabupaten

Rembang

PD.

Percetakan

Daerah

Kab.

Rembang

Jl.

Diponegor

o No. 106,

Kab.

Rembang

039/KAP

DB/SPK/

in/20I4

tanggal

18 Maret

2014

Rp9.0

00.00

0,00

Selesai 06-5-

2014

06-5-

2014



21 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2013

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2013

Kabupaten

Purworejo

PDAM

Kabupaten

Purworejo

Jl. Jendral

Sudirman

No. 101.

Purworejo

005/KAP

DB/SPK/

1/2014

tanggal

6 Januari

2014

Rp20.

000.0

00,00

Selesai 09-03-

2014

09-03-

2014

22 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2012

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2012

Kabupaten

Rembang

PD.

Apotek

Kabupaten

Rembang

Jl. Jend.

Sudirman

Noo. 49,

Kabupaten

Rembang

061/KAP

DB/SPK/

XII/2013

tanggal

21

Desembe

r2013

Rp8.5

00.00

0,00

Selesai 07-02-

2013

07-02-

2013

23 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2012

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2012

Kab.

Rembang

PDAM

Tirto

Panguripan

Kab.

Kendal

Jl. Pemuda

No. 62

Kendal

030/KAP

DB/SPK/

11/2013

tanggal

15

Februari

2013

Rp22.

000.0

00,00

Selesai 1-04-

2013

1-04-

2013

24 Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun Buku

2011

Audit atas

Laporan
Keuangan
Tahun

Buku 2011

Kabupaten

Demak

PD. Aneka

Wira

Usaha

Kabupaten

Demak

Jl.

Bhayangka

ra Bam

No. 4,

Demak

002/KAP

DB/SPK/

1/2012

Tanggal

04-01-

2012

Rpl7.

600.0

00,00

Selesai 21-02-

2012

21-02-

2012



K Data Fasilitas/Peralatan/Perlengkapan

No Jenis

Fasilitas/

Peralalan/

Perlengkap
an

Jumlah Kapasitas atau
output pada saat
ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)
Lokasi

Sekarang
Status

Kepemilik
an/Dukung
an Sewa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

L. Data Pengalaman Perusahaan (nilai paket tertinggi pengalaman sesuai sub bidang yang

dipersyaratkan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir)

No Nama

Paket

Pekerjaan

Sub

Bidang
Pekeijaa
n

Lokasi Pemberi Tugas/ Pejabat
Pembuat Komitmen

K-ontrak Tanggal Selesai
Menurut

Nama Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai Kontra

k

BA

Serah

Terima

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

M. Surat Keterangan/Referensi Bank

Surat KeteranganZ/Rcferensi dari Bank Pemerintah/Swasta:

Nomor

Tanggal
Nama Bank

Rekening
FT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah cabang Utama
1.034.13188-1

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa tanggung jawab.
Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar
dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan
sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan
secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 27 Januari 2022

KAP DARSONO & BUDI

CAHYO SANTOSO

mRAI
IWEL
171^^071j"^:^21D6AJ

^ BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA
Partner



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BAOAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
FAX (62)024-8311529

Email info@pip-semarang ac id
Home Page www pib-semara'nq ac id

JALAN SiNGOSARt 2A

SEMARANG

KODE POS 50242

TELP (62)024-8311527

(62)024-8311528

VK4N0

DAFTAR PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN

KANTOR/SATUAN KERJA

KEGIATAN

PEKERJAAN

LOKASI

HARI/TANGGAL

; POLITEICNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

; DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN

PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM

SDM TRANSPORTASI. LAYANAN MANAJEMEN

KINERJA INTERNAL. LAYANAN MANAJEMEN

KEUANGAN. LAYANAN KEUANGAN DAN

PERBENDAHARAAN. REVIEW DAN EVALUASI

TARIF BLU

PENGADAAN AUDIT KAP

JL. SINGOSARI 2A SEMARANG

KAMIS, 27 JANUARI 2022

NO PERUSAHAAN/ALAMAT
NAMA&

JABATAN
JAM

TANDA

TANGAN

1 KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO

JI. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari,

Kec. Semarang Selatan, Semarang, Jawa

Tengah

BUDI CAHYO S,

SE,Akt, CA, CPA/

Partner

11.00 WIB

PEJABAT PENGADAAN BELANJA BLU

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA A. S.SiT.. M.T.

Pembina, (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001
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NOTARIS

S,K.IWon.Keh.Nomor: C -193 HT 03,01 Th: 1998

Tanggali 6 September 998
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PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
{P.P.AX)

S.K; Kepala BPN, Nomor: 5 - XI -1996

Tanggal 3 Jun11996

MUHAMMAD HAFIDH, SH

ji.
Fax. (024)8315221
SEMARANG

''■ I- ■■■ ..
-. " = ■■■

£» SEMARANG
-  j
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•J.

•fe

5e«

PENDIRIAN PERKUMPULAN

Nomor i 21,

-Pada hari inij Rab\i, tanggal dua puluh ̂ jiam Maret tahun-

dua ribu tiga (26-3-2003).

-Menghadap dihadapan saya, MUHAMMAD HAFIDH Sarjana Hukiiiiii

Notaris di Semarangi dangan dihadiri oleh saksi-saksi

yang akan disebut pada bahagian akhir dari akta ini, ----

dan talah dikenal oleh saya, Notaris yaitu :

1. Tuan Uoktorandus DARSONO, Magister of Bussines

Administration I Akimtan, lahir di Cirebon pada tanggal

tiga belas Agustus seribu sembilan ratus enam puluh —

dua (13^8-1962)I Warga Megara Indonesia, Akuntan,

ber'tempat tinggal <31. Semarang i Jalan Mugas Darat XT/7,

Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003,

Kelurahan Mugasari, Kecainatan Semarang Selatan ;

-peraegang kartu tanda penduduk notnor :

11.5007.130862.0001 ;

-pemegang Register Negara untuk Akuntan,

nomor : D-8392, tanggel tujuh Nopember seribu sembilan

ratus sembilan puluh enam (7-11-1996).
1

2, Tuan Vincentius Maria BUDl CAHYA SANTOSO, Sarjana

Ekonomi, lahir di Banjar, pada tanggal tujuh April

seribu sembilan retus enam puluh lima (7-4-19S5), —--

Warga Negara Indonesia, Akuntan, bertempat tinggal di-

Semarang Jalan Taman Tegalsari 1/24 Rukun Tetarggs 001

Rukun Warga 005, Keluraban C&ndi,

Kecamatan Gandisari ; —

-pemegaiig kartu tanda psnduduk nojiior i

11,5008.070465.0001 j



WUHAMMAD HAFHDH, SH.
NOTARIS SEMARANG -pemegeng Register Negara untuk Akuntan,

TLomor : D-11030, tanggal tujuh Nopember seribu

aembilan ratua ©embilan puluh enain (7-11-1996).

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.—

-Pare penghadap meiierangkan dalam akta Ini bahwa ;

-Para anggota parkumpulan Kantor Akuntan Publik

"Dar&ono & Budi Cahyo Santoso", berkedudukan di

Semarajig, yang selanjutnya ekan disebut "perkumpulan",

pedft tanggal sepuluh Maret tahun due ribu tiga —-

(10-3-2003), dimiilal pukul 09.30 WXB (Waktu Indonesia-

Barat), sampai dengan pukul 12.30 WIB {Waktu Indonesia

Barat), bertempat di Jalan >4ugas Dalam no. 65 Semarang

telah inengadakan rapat anggota perkumpulan tersebut, -

-Bahwa oleh rapat tersebut para penghadap telah diberi

kuAsa untuk menghadap kepada saya, Notarisp guna

meiDbuat penetapan. dalam akta ini darl segale sesuatu -

yang telah diputuskan delans rapat tersebut ;

-Bahwa dalam rapat tersebut telah diambil keputuaan —

dengan suara bulat mengenai hal-hal sebagai berikut

Menyusun dan aienetapkan anggaran dasar perkumpulan

tersebut diatas Bebagaimana diiireikan dlbawah ini :

anggaran dasar,

jjAMA DAN TEMPAT KEDUDUTCAN

Pasal 1.

Perkurrpulan ini bernama perkumpulen Kantor Akuntan Publik

"Darsono A. Budi Cahyo Santoso'' , disingkat :

"KAP Darsono A Eudl Cahyo Santoao", bertempat kedudukan -

di Semarangy apabila dipandang perlu dapat membuka cabang

di kota-kota lain di wilayah Republik Indonesia,
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—  — Paaal 2 .

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak

ditentukan l&manyai terhitung mulai tanggal tujuh belas -

Juli saribu sambilanratua sembilanpuluh enam (17^7-1996).

A S A S - —

Pasal 3.

PerkuEpulan Ini barasaskan Pancaaila dan Undang-undang —

Dasar 1945 (UUD'45) . —

MAKSUD DAN TUJUAN ——

—  ̂ Pnaal 4.

Perkumpulan ini mempunyai raaksud dan tnjuan untuk ?

B. mambantu meningkatkan good governance sehubungan dapat

menin^katkan tranaparansi, akuntabilitas guna

mendukung kinerja isntituai,

b. mamberikan jasa ateata&i dalaja arti luaa<

c. mem^erikan advis dibidang keuangan dan manajemen. —

u S A H A

Paaal 5,

Untuk mencapai maksud dan tiijuannya itu perkuitpulen ini -

(akan) nelakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan -

detigan peraturan hukum, maksud dan tujuan perkuwpulan. —

KEANGGOTAA?i

Pasal 6. ----

1. Reanggotaan perkumpulan ini terdiri dari :

at anggota biasa yang diaebut Fatners {rekan)

2. Tiap anggota berhak untuk :

a. Memilih dan dipilih ;

b. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang —

[ dlselenggarakan oleh perkumpulan. ;
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WOTARIS SEWARaWG ^ c. Rengeluarkan suara dalam rapat anggota ; —

3. Tiap-tiap anggote berltewaj iban unt\ik i

I  a. ijienjunjung tinggi naraa baik pei'kumpulen dan
aemahami, nenaatl aerta tunduk pada ajiggaran dasar,

anggaran rumah tangga dan peraturan- peraturan lain

dari perkumpulan ; dan -----—

I b» Turut Benyumbangkan harta, tenaga dan fikiran

I  (keehlian)-nya apabila perk^mpnlELn memerlukannya
4. Keanggotaari dari anggota-anggota bift*a berakhir -—

karena ;

a. Atas pemintaan sendiri. —-----— —----

b. Wafat, atau —

c. Berdasarkan rapat keputusah anggota,

di Dicabut ijin Akantan Publik-nya oleh yang berwenang

KAPAT AN<KrOTA

—. Pasal 7.

Rapat anggota marapunyai kekuaaaan dan wewenang

tertinggi dalam perkumpulan

Rapat tahunan anggota diedakan setlap tahun

paling lambat 5 (lima) bulan setelah tvitup bukn.

dengan acara :

a. Laporan tahunan badan pangurus i teri:itama mengenai -

pemberian tanggwng-jawab hal keuangan dan jalannya

perkumpulanI serta hal-hal lainnya yang dianggap --

penting.

b. Pembentukan panitia verlfikaai.

c. Pemilihan anggota-anggota badan pengurus baru,

I  (tiga tahun aekall}, dan
d. Hal-hal lain. —
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3. Selain dari rapat yang dimaksudkan dalara ayat kedua —

pasal ini, maka badan pengurus berhak :

a. Untuk mettgadakan rapat anggota setiap kail

jBenganggapnya perlu, dan

b. nengaddkan rapat anggota, sekurang-kurangnya

1  {satu) tahon sekali dari juml&h anggota -

perkumpulan mangajukan permintaan itntuk itu atau --

karena raeniirut ketentuan anggaran dasar untwk —

aeauatu hal diperlukan keputusan dari

rapat anggota.

—  Paaal 8-

1 . Para anggota parkvjjnpular] harus diberitahdkan acara

tertalis sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari,

sebelum rapat anggota itu dilangsungkan, dengan

peniberiinhuan melaliii surat tercatati

Pada. pemharitahuan tentang siiatu rapat anggota harus -

disebut : acara, tempat, tanggal dan waktu rapat.

Semua anggota yang mempunyai hak suara dapat

mengfijukan uaul-uaul untuk dipertimbangkan oleh rapat-

tersebut.

4. Hapat dipiffipin oleh Bekan Pimplnan jlka Hefcan Pimpinan

tidak hadir, Rekan anggota lainnya yang hadir memillh-

salah s^^orang dari mereka yang hadir menjadi pimpinan-

rapat.

—  Paaal 9.

1. Tanpa mengurangi ketentuan ters^but dalaTC pasal 18 p

ayat dua anggaran dasar ini, rapat anggota sab apabila

dihadiri oleh sehurang-kurangnya 1/2 (satu pardua)

dari .luralah anggota perkuitipulan.

2.

3.
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NOTARIS SEMARANG 1 2 Keputusan rapat diambil sedapat-dapatnya dengan Jalan

muayawarah unbuk mufakat, dengan ketentuan apablla

rapat memutuskan usul beraangkutan dengan pemungutan -

suaraI m&ka keputuaan rapat Itu sah apabila keputusan-

itu diambil dengaft jujnlah terbanyak dari Buara yang —

dikeluarkan.

Jika dalam rapat itu Jumlah anggota yatig hadir tidak -

nencukupx jumlah (quarum) yang dit^tapkan dalam ayat -

keaatu pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk ----

kedua kalinya, aecepat-cepatnya 7 (tujuh) hari saLalah

rapat yang pertama, dengan ketentuan bahwa rapat yang

kedua ini tanpa ffiemandang jumlah anggota yang hadir —

dapat m&ngambil keputuean-keputusan tentang apa yang -

dlajukan dalam rapat pertama itu, asalkan apabila ----

dalajn rapat itu diadakan pemungutan auara, maka

keputusannya sah jika keputuasn itu diambil dengan

jumlfth suara terbanyak dari suara yang dikeluarkan. —

Dalam rapat anggota itu masing-mastng anggota berh&k -

untuk enengeluarkan aatu suara, dengan ketentuan bahwa-

jualah bak auara dari masing-masing anggota —

dibatasi dengan dua auara. —

&, Pemungutan suara tentang orang dilakukan dengan

rahasia dan tertulis, kecueli apabila rapat

memutuskan lain.

-Apabila suara-auara yang setuju dan yang tidak

setuju sama banyaknya, maka diadakan pemungutan

suara sekali lag!, kalau suara dalan penungutaii

ulangan maeih sama banyaknya, maka keputusan —

diajnbll dengan Jalan undian. —
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h. PeiBungutAn suera tentang hal-hal lainnya dilakukaTj-

secara liaan< ---

Apablla suara-suara yang setuju dan yang tidak

setuju saitia banyaknya» inaka us\il dlanggap ditolak,'

6, Seorang anggota dapat diwakili oleh anggota lainnya —

I aecara tertulis.
REFERENDUM —

Pasal 10.

Disamakan dengan kaputusan rapat anggota t&rsabut dalan -

pasal-pasal 7 dan seterusnya diatas, kaputiigan menurut

referendum yang dikirinkan kepada selur\;h anggota

perkumpulan disetujui, oleh lebih dari separuh bagian, --

sedangkan imtuk perubahan anggaran daaar dan pambubaran -

perkuBipulan persetxijuan itu diperlukart dari semua anggote

pongurue. —

.  baDAN PENCrURUS

—  Pasal 11. — —

1. Perkuinpulan diurus dan dipjmpin oleh aebiaah badan

pengurufi yang dipilih dari anggota-anggota perkujiipnlan

2. Badan pengurus terdiri dari :

-Seorang Rekan Pimplnan.

-Seorang Patners.

3. Anggota-anggota badan pengurus diangkat dan —

diberhentikan oleh rapat anggota yang dimafcsud dalan -

pasal 7 ayat 2 diatas •

Pengangkatan tersebut adalah untuk nasa jabatan selama

5  (lima) tahun, demikian dengan ketentuan-keLentuaii —

bahwa apabile rapat itu karena sesuata hal torlambat -

diadakannya» maka Jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut
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NCTAfl^S SEMARAM6 dianggap diperpanjang, hingga pemilihan —

(anggota-anggota} bad&n pengurus baru d&lan rapat Itu.

4. Pafa anffgota badan pengurus lama dapat dipilib -■—-—•-

j  kesiball.
5. Apabila tarjadi siiatu loKongan dalan keanggotaar) badan

pergurus yaiig menurut badan pengurus parlu segera -----

diisi dan tidak dapat ditangguhkan sampai diadakannya-

rapat yang dlmaksud dalam ayat 3 pasal ini, maka badan

pengurus berhak (barwenang) untuk mangisi Inwongan itu

dan diaahkan oleh rapat anggota yang berikutnya.

Paeal 12.

Badan pengurus mewakill perkuicpnlan ini didalam dan —

diluar pengadilan den berhak untuk melakukan segala --

tindakan baik yang mengenai pengurusan jnaupun mengenai

hak ra ilik , terkecuali untuk meiBinjeni alau untuk

neBinjamkan uang melepaskan/menga]^bkan hak milik atas

barang-barang tak bergerak dan/atftu mempertanggungkan

kekayaan perkuwipulan, mengikatkan perkurapulan sebAgai

penjaiBin» badan pengurus berkewajiban untuk Beninta —

persetujuan leblh dahulu dari repet anggota.

Badan pengurus terhedap pihak luar dapat diwakili oieh

flekan Plmpinen dan/atavj Rekan.

Dalam keadaan yag mendesak guna m©nyela*atkan

perkumpulanI badan pengurus boleh (herwenang untuk) --

mengambil tindaken yang menyirapang dari ketentuan- •—

ketentuan Anggeran daser dan/atau anggaran. ruraah

tangga, asalkan untuk tindaken tersebut keisudian dalam

waJctu aelafcbat-lambatnyft aatu bulan dimlntakan

pengesahan dari rapat anggota.
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NOTARIS SEMARANG
Pasal 13.

1. Anggota-ftnggota badaii pengurMS berkewajiban untuk

menj^injung tinggi dan menjalankan tugas kewajiban

loereka nenurut anggarari daaar, anggaran ruaah tangga -

dan keputusan rapat anggbta,

2. Anggota badan pengurus bertanggung jawab atas aelumh-

jalannya organisaai parkumpulan kapada rapat anggcta.-

Pasal 14i

1. Badan pengurus berapat aebiilan sekali dan aetiap kali-

Rekan Piinpinan dan/atau Rekan menganggap perlii. ------

2. Dalam rapat badan pengurus raaging-maging anggota badan

I pengurus berhak metigeluarkan satu suara.
3. Rapat badan penguruft hanya dapat mengambil keputusan -

rapat apabila dlhadiri. oleh sedikitnya

1/2 (setu perdua bagian darl jumlah anggota badan --—

pengurus.

A. Keputusan-keputusan rapat badan pengurus sedapatnya —

dia/Bbil dengan jalan musyawarah untuk mufakat, dengan-

ketentuan apabila rapat itu memutuskan untuk —

diadskannya pemungutan suarsj —

maka keputusannyn sab apabila keputusan itu diambil —

dengan sTiara terbanyak.

KEUANGAN

Pasal 15.

1. Keuangan perkumpulan dlperoleh dari uang pangkali uang

iuran< uang sokongan, bibahan dan/atau peneri-maan. ——-

lainnya yang sah (tidak bartentangan dengan peraturan-

hukuju), pula tidak bertentangan dengan makaud dan ——

tujuan perkumpulan.
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NOTARIS SEWARAMG Jualah uang pangkal dan uang iuran dltentxikan dalam —

angg&r&n rumah tangga at&u peraturan Iain dari badan

pengurus.

PERUBAHAN ANGGABAN DASAR

—  Pasal 16.

1. Kaputusan tentang perubahan anggaran dasar dapat

diarabii dengan sah oleh rapat anggota yang khusua

diadakan^ yang dihadiri oLeh seluruh juiftlah anggota "

dan keputusan itu banya sah jika di&etujui oleh --

aeluruh jumlah suara yang dlkeluarkan.

2. Jika dalaia rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak -

siencukupi jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat-

1 pasal ini, maka dapat diadakan rapat untuk yang ——

kedua kalinya secepat-cepatnya 7 (tujiih) hari aetalah

rapat yang pertaiaa, dengan ketentuan bah>#a rapat yang

kedua ini tanpa memandang Juoilah anggota yang hadir —

dapat mengambil keputusari-keputusan tentang apa yang -

diajakan dalaai rapat itu diadak&n pemungutan SLiara, —

maka keputusennya aah jika keputusan itu dianbil

dengan jumlah terbanyak dari suara yang dikeluarkan. -

Badan pengurus bervenang untuk menentukan babwa ------

perubahan anggar&n dasar ini dilakukan dengan jajan --

referendum sebagaimana tersebut dalam pasal 10 diatas.

FEMBUBARAN

Poaal 17. .

Perkumpulan hanya dapat dibubarkan ataa usul badan

pengurus atau atas usul secara tertulis yang disertai

alasan-alaaannya dari sedlkitnya 1/2 (satu perdua) --

dari Jumlah anggota perkumpulan kepada badan pengurus•
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Henylmpang dari ketentuan pasal 9 ayat kesfttu dan

katiga teraebut diataa, keputusan tentang pembubaran -

perkumpulan hanya dapat diambil dangan sah oleh rapat-

diiggota yang dladakan untuk kaparluan itu, dan

dihadiri oleh seluruh Junlah anggota perkurapwlan,

sedangkan keputusannya diambil sedapat-dapatnya dengan

^alan nusyawarah untuk mufakat, dengan ketentuan —

apabila rapat memutuskan untuk diadakannya pemungutan

suaraj waka keputueannya harus diaetujui oleh sakurang

kurangnya 1/2 (aalu perduaj jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah. —

3, Jika dalaro rapat itu jumlah anggota yang hadir tidak -

mentapai jumlah (quorum) yang ditetapkan dalam ayat --

kedua pasal ini, tn&ka dapat diadakan rapat imtuk kedua

kalinya secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari,

setelah repet yang perbania itu,

dengan banyak anggota yang hadar dan

jumlah suara sama dengan yang dibutuhkan

oleh rapat pertana, dalam rapat mana dapat diambil

keputusan yang sah, asal saja disetujui oleh -

sekurang-kurangnya 1/2 (satu perdua) jumlah suara yang

dikeluarkan dengan sah.

Apabila dalara rapat yang dimakaudkan dalam ayat ketiga

pasal ini yang hadir itu juga tidak mencapai jumlah —

(quorum) menurut ketentuan ayat itu,

maka pembubaran perkimpulan itw diputuekai)

dengan Jalan referendum sebagalmana

dimakaudkan dalam paaal 10

anggaran daaar ini.
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NOTAAIS SEMARANG
Perkumpulan ini adulah herikut :

-Reken Piirpinan : —

-p^nghadap tuan Doktorandiis -------

DARSOJ^O, Magister of Bussinea

Administration, Akuntan, tersabut ;

-Rekan ; —

'penghadap tuen Vincentius Maria —

BUDI CAHYA SANTOSO, Sarjana

Ekonoml, tarsabut i

"Dalain hal ini den segala akibetnya para penghadap telah

memilih teTnpet-tinggal kediaman tetap dan ujnum

(domicilie) manganai akta ini dan aegala ekibatnyo yang—

timbul di kantor Kapaniteraan Pangadilan Negeri

di Semarang.

-Deri segela Besuatu yang tersebut di atas,

dibuatlah ;

AKTA-INI.

-Dibuat sebagai minit dan dirasmikan di Semarang, -------

peda harl, tanggal, bulan dan tahim tersebut dalaji

kepala akta ini, dengan dihadiri oleh

tuan AKHFAB dan tuan MUHAMMAD TAUFIQ,

kedua-duanya pegawal Kantor Notaris dan

bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi-sakai. —---

-Sefera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaria,

kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ----

dltandatangani oleh para penghadap, aaksi-sakai dan aaya,

Notaris.

-Dilangsungkan dengan tiijuh renvooi, yaitu dua tanbahan,-

enpat coretan dan satu coretan dengan memakai ganti,



Aali sahih akta (ninit) ini telah

ditaadatangani semeatinya.-------

Diberiban sebagai : TURUNAN.

Se&arang,

HAFIDI/, SH



DE!tARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

Nomor: KEP- 0^3 /KM. 17/1999

TENTANG

PEMBERIANIZIN USAHA KEPADA

KANTOR AKUNTAN PUBUK DARSONO & BUDICAHYO SANTOSO

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Meti4>erhatikan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Surat permoh<»ian izin usaha kantor akuntan publik Darscmo & Budi
Santoso nomor ; 266/KAP-DB/XII/98 tanggal 2 Desember 1998 dari
Saudara Drs. Darsono, MBA;

Jjahwa iffltuk izia u5aha^_s^iagaLkantQiL ̂akuntan publik
diperlukan izin usaha dari Meixteri Kauangan;

1. K^utusan Presiden Nomor: 122/M Tahun 1998;
2. Keputusan Mentm Keuangan Notiot : 43/KMK.017/1997;
3. Keputusan Mentcri Keuangan NomOT: 275/KMK.017/1998.

MEMUTUSKAN:

1. Memberikan izin usaha kepada
kant(»- akuntan publik
Nomor Izin Usaha

Alamat

Telepon
Faksimiie

NPWP

Nama Rekan Pimpinan

Darsono & Budi Santoso

99.2.0282

Jl. Sriwijaya no. 37,
Semarang 50251
(024)313582

5.948.457.6-508

Drs. Darsono, MBA

2. Keputusan ini mulai b^laku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan Keputusan inrdisampaikan kepada Yth.:
1. Menteri Keuangan;
2. Ikatan Akuntan Indonesia - Pusat;

3. lAI - Kompartemen Akuntan Publik.

Ditetq)kandi : Jakarta
pada tanggal : 2 Februari 1999

a.n. Menteri Keuangan,
Direktur Jenderal Lembaga Keuangan,

u.b.

.Direktur Pembinaan Akuntan

Jasa Penilai,



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

wm

MENTERI keuangan
REPUBUK INDONESIA

.  _ _SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA

NOMOR 4b8/KM. 1/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN PUBLIK
Drs. DARSONO, MBA., CPA

MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA,
:  a. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs. Darsono,

MBA., CPA telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana
diatur dalam Pasal 8 ayat (2} Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Perpanjangan Izin Akuntan Publik Drs. Darsono, MBA., CPA;

:  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/20I7 tentang
Pembinaan deui Pengawasan Akuntan Publik.

PERPANJANGAN IZIN

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
AKUNTAN PUBLIK Drs. DARSONO, MBA., CPA.
Membcrikan perpanjangan Izin Akuntan Publik kepada Drs. Darsono,
MBA., CPA, dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0183.

Perpanjangan Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
PERTAMA bcrlaku sclama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Menteri
ini berlaku.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 692/KM.1/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang Izin
Akuntan Publik Drs. Darsono, MBA., CPA, dinyatakan tidak bcrlaku.
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 September
2021. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan
Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Salman Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikein kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Kepala fHisat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (lAPI); dan
4. Akuntan Publik Drs. Darsono, MBA., CPA.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2021^,

a.n. MENTERI KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.

HERU PAMBUDI, S.E., L.L.M.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Rapia^.AHrpiniRtrflsi Kementcrian

DRI

NI 97

YAH<^

2131997031001



Menimbang

Mei^ingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MENTERl KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBUK INDONESIA
NOMOR 466/KM. 1/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN AKUNTAN PUBUK
BUDI CAHYO SANTOSO, S.E., CPA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

:  a. bahwa permohonan Perpanjangan Izin Akuntan Publik Budi Cahyo
Santoso, S.E., CPA, telah lengkap dan meraenuhi persyaratan
seb^aimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, perlu menetapkan Keputusan Mentcri Keuangan tentang
Perpanjangan Izin Akuntan Publik Budi Cahyo Santoso, S,E., CPA;

:  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERPANJANGAN IZIN
AKUNTAN PUBUK BUDI CAHYO SANTOSO, S.E., CPA.

Memberikan Perpanjangan Izin Akuntan Publik kepada Budi Cahyo
Santoso, S.E., CPA, dengan Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.0182.

Perpanjangan Izin Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal Keputusan Menteri
Keuangan ini berlaku.

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan
Mentcri Keuangan Nomor 684/KM.1/2016 tanggal 20 Juli 2016 tentang
Perpanjangan Izin Akuntan Publik Budi Cahyo Santoso, S.E., CPA,
dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tan^al 19
September 2021. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan Halam
Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;

2. Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan;
3. Institut Akuntan Publik Indonesia (lAPI); dan
4. Akuntan Publik Budi Cahyo Santoso, S.E., CPA.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mel 202^

a.n. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ltd.

HERU PAMBUDI, S.E., L.L.M,

Salinan sesuai dengan aslinya
1 Kepala Biro Umum
^  - u.b.

Pit. Kepala Bagiai^jAdministrasi Kementenan

RIANBYAH<2k\
7302131997031001



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

8120212051921

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pcngelola dan Pcnyelcnggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 24
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pclayanan Pcrizinan Bcrusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. mcncrbitkan NIB kepada:

Nama Pcrusahaan

Alamat Pcrusahaan

NPWP

Nomor Telepon

Nomor Fax

Email

Nama KBLl

Kode KBLl

Status Penanaman Modal

Pcrsekutuan dan Perkumpulan DARSONO & BUD! CAHYO
SANTOSO

Jl. Mugas Dalam No. 65, Kel. Mugasari, Kec. Sentarang Selatan,
Kota Semarang. Prop. Jawa Tengah

02.798.723.9-508.000

0248417530

0248418124

kap_darsonocs@yahoo.com
Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa

69201

PMDN

NIB raerupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan
kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Dattar Perusahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Selumh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan benisaha

Ditetapkan tanggal : 12 Oktober 2018

Dokumen ini dikeluarkan dari SLUem OSS atas daiar data dari pelakxi usaha Kehenaran dan keabsahan atai data yang ditampUkan dalam
dokumen ini dan data yang fersimpan dalam SLsiem OSS menjadi tanggung jawah pelaku usaha sepenuhnva.
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JL.PURIANJASMORO
F1/I2

SEMA8ANG 50144

DEPARTEMEN KEUAhiGAN REPUBLIK

INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DJP JAWA TENGAH I

KANTOR PELAVANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
SELATAN

Tilipon (024;7«13S04

Fox (094)701%H

SURAT PENGUKUHAN PENGU5AHA KENA PAJAK
No PEM-CI0204/WPJ.10;KP.0403/2008

SesLffli dengan Pasal Z ayal (2) Undang-Undang Nomor6Tahun 1983 Lenlang Kelenluan Umum
dan TaLa Cara Perpaiakan sebagaimana lelah diiAah Lerakhir dengan Undang-Undang Nomof 2fl
Tahun 2007 dan KepuLusar Drrekluf Jenderal Pajak Nomor KEP-161/PJ./2001 sebagatmana (elah
dwbah d^gan Pe/aluran Direktur Jenderal P^ak Nomor RER-160/PJ72007 dengan mi dilerangkan
bahwa.

1. Narna

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
PL DARSOIMO & BUCH CAHYO SANTOSO

02.7aa.723.9-508.000

3 Klasiftkasi L^angan Usaha (KLU)

74100 - JASA HUKUM, AKJNTANSi DAN

PEMBUKUAN, KONSULTASI PAJAK. PENELITIaN
PASAR, DAN KONSULTASI 0ISNIS DAN
MANAJEMEN

4. Alamat
JL MUGAS DALAM 65.MUGASARI SEMARANG
SELATAN SEMARANG JAWA TENGAH - 50241

5. Merek/Akronim

6. Status Modal

7. Status Usaha

8. Kewa^an Pa;ak

9. Kode Serl FaKlur Pajak

SWASTA

TUNGGAL

[XIPPN XlPPnBM

lelah dikjkuhkar pada Lala usaha KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG
SELATAN sabagai Perigusaba Kena Pajak
Deng^ torbilnya surat in!, make dalam metaksanakan hak dan Kewajiban /ang berkenaan den^n
PPN den PPnBM wajib mencanitimkan NPWP sajak tanggal 25 Februari 2008

h
ui.

"Sema-^ig, 25 Februan 2008

nKERALA KANTOR

Kepala Seksi Pelayanan.

'yyyym-
See

06(3006070

Budi Rahavu.S.H. MM.



[e-Fiiing] Bukti Penerimaan Elektronik

Dari: efillng@pajak.go.id

Kepada: kap_darsonocs@yahoo,com

Tanggai: Kamis, 22 April 2021 12.30 WIB

Pehyampaian SPT Elektronik
^ Direktorat Jenderal Pajak

Berikut ini adalah Bukti Penerimaan Elektronik Anda.

Nama : DARSONO & BUD! CAHYO SANTOSO
NPWP : 027987239508000

Tahun Pajak: 2020
Masa Pajak: 01/12

Jenis SPT ; SPTTahunan PPh Badan Rupiah
Pembetulan ke; 0

Status SPT: Kurang Bayar
Nominal: 10145175

Tanggal Penyampaian : 22/04/2021
NomorTanda Terlma Elektronik : 03239406424212022451

Terima kasih telah menyampalkan Laporan SPT Anda.

PENTIMG

Fnformasi yang tilsampaikan meialui e-mail ini hanya diperunlukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud
pada tujuan e-mail ini saja. E-mail ini dapat berisi inforrnasi atau hai-bal yang secara hukum bersifat rahasta. Segala
bentuk kajian, penyampaian kembali, penyebsrfuasan, penyediaan untuk dapat diakses, dan/alau penggunaan lain
atau tindakan sejenis atas inforrnasi ini oleh pihak balk orang maupun badan seiain dad pihak yang dimaksud pada
tujt«an e-mail ini adalah diiarang dan dapat disncam sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika karena
suatij kesaiahan anda menerima Informasi ini harap menghubungi Direktorat Jenderal Pajak e.g. Direktorat KITSDA
dan segera menghapus e-mail ini beserta. setiap saknan dan seiuruh fampirannya.

Sctiap pengguna Email Pajak harus mencantumkan icier,titas stau Email Signature untuk setisp emaii yang
dikirimkan dengan format sesuai dengan yang tsrcantum daiam SE-136/PJ/2010 Huruf E Angka 4
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SURAT TANDA TERDAFTAR

AKUNTAN PUBLIK/KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Nomor: 137/STT/IV/2010

Surat Tanda Terdaftar Kantor Akuntan Publik di BPK RI diberikan kepada
Kantor Akuntan Publik Darsono & Budi Cahyo Santoso, bcraiamat di Jl. Mugas
Dalam No. 65 Semarang 50243 sebagai Kantor Akuntan Publik yang dapat
melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
ditugaskan sesuai dengan hak dan segala kewajibannya yang melekat kepadanya
serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia;
3. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan

Negara;
4. Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik BPK RI;
5. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahim 2008 tentang Penggunaan Pemeriksa dan/atau

Tenaga Ahli dari Luar BPK.
Surat Tanda Terdafbr Kantor Akuntan Publik ini berlaku sejak tanggal

ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan terhadap Surat Tanda Terdaftar ini, maka
BPK RI dapat meninjau kembali.

Jakarta, 14 April 2010

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Direktorat E^calu^.dan Pelaporan Pemeriksaan
llrektorat,

\\

St r.At
jt

\VAo^NSatam ardi, SH.

741

Tembusan Yth:

1. KctuaBPKRI;

2. WakiiKetuaBPKRI;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Badan Usaha Nftlik N^ara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Kepala Ditama Revbang BPK RI;
7. Dcatan Akuntan Indonesia;
8. Institut Akuntan l^d>Uk IndcMiesia.

Jl. Jenderal Gatot SulMOtoNo.31 Jakarta 10210, Indonesia, Tel: 62-21-S7209S8 Fax : 62-21-S7209S8
e*mail: di(.epD@bDk.Bo.ld



No. 308/KAP/JKT/08/2020

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Diberikan kepada:

N a m a : Cof^o Santoso, S.'E., CA, CPA-

KAP : (Darsono €L <Budi Cafiyo Santoso

Yang telah berpartisipasi sebagai

Peserta
Diklat Regiserasi Akuntan Publik yang Melakukan Pemeriksaan Keuangan Negara
(Tiogkat Partner) dcngan Metode Distance Learning yang diselenggarakan di Jakarta mulai

tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2020 selama 20 Jam Pelajaran.

Jakarta, 11 Agustus 2020

EMERIKSA KEUANGAN

Pendidikan dan Pelatihan

Keuangan Negara

Dr. Hery

Peme

M., Ak., CIA., CFE., CA, CPA, CSFA. .
197105071991031002 .

M

Dipindai dengan CamScanner



No. 3fl9/KAP/JKT/08/2020

■J
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Diberikan kepada:

N a m a ; 0r. (Darsono, CA, OPA'

KAP : (Darsono dC (Budi CaHyo Snntoso

Yang tclah berpartisipasi sebagai

Peserta
DiUat Registrasi Akuntan Publik yaag Melakukao Pemerikaaan Keuangan Ncgara

(Tingkat Partner) dengan Metode Distance Learning yang diselenggarakan di Jakarta muJai
tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2020 selama 20 Jam Pelajaran.

4

I <aSi

Jakarta, 11 Agustus 2020
EMERIKSA KEUANGAN

Pendidikan dan Pelatihan

Dr. Hery S

Peme

aEKRBTARlAT
jbndbra^

Keuangan Negara

M., Ak.. CIA., CFE., OA, CPA, CSFA.
197105071991031002 ,4

Jm

Dipindai dengan CamScanner



No. 1523/DPK/KAP/JKT/l 1/2020

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan FKN BPK RI menyatakan bahwa:

N a m a : Yusida MarSaid

FCAP : (Darsono dE <Sudi C^^fiyo Suntoso

Jabatan : <Pemeti^a

Tclah menyelesaikan Pendidikan dan Pelatihan Registrasi Akuntan Publik Tingkat Pemeriksa

yang diselenggarakan pada 10 sampai dengan 14 Agustus 2020 di Jakarta, dengaa hasil

"Cttkup Memuaskan

Jakarta, 24 November 2020

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala Badan j^ndidikan dan Pelatihan PKN

I»'

}/)
ifi

u y.iH

f,.

a Sundari, M.M., CSFA.

1|6I04081980032001

4

Diplndai dengan CamScanner



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA
Indonesian Institute of Certified Put>lic Accountants

PERATURAN PENGURUS

NOMOR2TAHUN 2016

TENTANG

PENENTUAN IMBALAN JASA AUDIT LAPORAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Pasal 25
menyatakan bahwa Akuntan Publik wajib berhimpun
dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan, mendirikan atau
menjadi Rekan pada KAP, menjaga kompetensi
melalui pelatihan professional berkelanjutan,
mematuhi dan melaksanakan SPAP dan kode etik

profesi serta peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan jasa yang diberikan, membuat
kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas keija
tersebut, serta memberikan jasanya melalui KAP
serta;

b. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2011 tentang Al^ntan Publik Pasal 27
menyatakan bahwa KAP wajib mempunyai paling
sedikit 2 (dua) orang tenaga kerja professional
pemeriksa bidang akuntansi, mempunyai kantor atau
tempat untuk menjalankan usaha, memiliki dan
menjalankan system pengendalian mutu, serta
memasang nama lengkap kantor pada bagian depan
kantor;

c. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2011 tentang Al^ntan Publik Pasal 13
menyatakan bahwa KAP hanya dapat dipimpin oleh
Akuntan Publik;

d. bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2011 tentang Aicuntan Publik Pasal 6
menyatakan bahwa untuk mendapatkan izin menjadi
Akuntan Publik diantaranya seseorang harus
memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan
publik dan berpengalaman praktik memberikan jasa
asurans sebagaimana dimaksud pada Undang-
Undang tersebut;

Office 8 Building 12^ floor Unit t2 I - 12 J, Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 28. Senopati Raya
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, INDONESIA

Telp. (021)29333151 (Hunting). 32026864. 72795445. 70721651-52-53 Fax:(021)29333154-55.72795441 -49

Website ; www.iapi.or.id Email: info@iapi.or.id
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e. bsihwa imbalan jasa atas audit laporan keuangan
yang terlalu rendah dapat menimbulkan ancaman
berupa kepentingan pribadi yang • berpotensi
menyebabkan ketidakpatuhan terhadap kode etik
profesi Akuntan Publik, oleh karena itu Akuntan
Publik hams membuat ^pencegahan dengan
menerapkan imbalan jasa atas audit laporan
keuangan yang memadai sehingga cukup untuk
melaksanakan prosedur audit yang memadai;

f. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia mempakan
Asosiasi Profesi Akuntan Publik Indonesia yang
bertujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang
berintegritas, berkualitas dan berkompetensi
berstandar intemasional, mendorong pertumbuhan
dan independensi profesi yang sehat dan kondusif
b^ profesi Akuntan Publik, menjaga martabat
profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik,
melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik,
serta mendorong terwujudnya good governance di
Indonesia;

g. bahwa Institut Akuntan Publik Indonesia mempakan
Asosiasi Profesi Akuntan Publik berdasarkan

Keputusan Menteri Keuangan Nomor
443/KMK.01/2011;

h. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a,
humf b, huruf c, humf d, humf e, humf f, dan huruf
g Pengums perlu membentuk Peraturan Pengums
tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan
Keuangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5215);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2015 tentang
Praktik Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 79, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5690);

3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan Institut
Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi Profesi
Akuntan Publik;

4. Anggaran Dasar Institut Akuntan Publik Indonesia;
5. Anggaran Rumah Tangga Institut Akuntan Publik

Indonesia;
6. Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan

oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;



lAPT

7. Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan
oleh Institut Akuntan Publik Indonesia;

8. Standar Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik
yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik
Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG PENENTUAN IMBALAN JASA AUDIT LAPORAN

KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Imbalan Jasa adalah imbalan yang diterima oleh Akuntan Publik

dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa Audit.
2. Institut adalah Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai Asosiasi

Profesi Akuntan Publik Indonesia.

3. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar yang berlaku di Institut.
4. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga yang

berlaku di Institut.

5. Anggota adaleih anggota Institut sebagaimana dimaksud dalam
Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

6. SPAP adalah Standar Profesional Akuntan Publik sebagaimana
dimaksud pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2011 dan ketentuan pada Anggaran Dasar dan An^aran
Rumah Tangga Institut.

7. Standar Pengendalian Mutu adalah standar pengendalian mutu
yang berlaku bagi Kantor Akuntan Publik yang ditetapkan oleh
Institut.

8. Audit adalah suatu jasa yang diberikan oleh Akuntan Publik
beserta Tim Perikatan dari Kantor Akuntan Publik berdasarkan

suatu Surat Perikatan yang bertujuan untuk memberikan opini
auditor independen yang menyatakan ap€ikah laporan keuangan
yang diterbitkan suatu entitas telah disusun dan disajikan sesuai
denggin kerangka pelaporan keuangan yang berlaku dalam rangka
meningkatkan kredibilitas dan kualitas laporan keuangan
tersebut.
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9. Perikatan Audit adalah suatu kesepakatan antara Akuntan Publik
dengan kliennya untuk melakukan Audit atas laporan keuangan
klien tersebut berdasarkan SPAP.

10. Tim Perikatan adalah suatu tim yang dipimpin oleh Akuntan
Publik dengan beranggotakan staf profesional yang ditugaskan
oleh Kantor Akuntan Publik untuk melakukan jasa Audit.

11. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin
untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, yang wajib
menjadi Anggota di Institut.

12. Kantor Akuntan Publik, yang selanjutnya disingkat KAP, adalah
badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

13. Surat Perikatan adalah suatu kesepakatan tertulis antara KAP
dengan suatu entitas yang menugaskan Akuntan Publik beserta
Tim Perikatan pada KAP tersebut untuk melakukan Audit.

14. Reviu Mutu adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Komite
Disiplin dan Investigasi untuk melakukan penilaian kepatuhan
Perikatan Audit dan/atau sistem pengendalian mutu yang
diterapkan KAP terhadap Standar Pengendalian Mutu dan SPAP.

15. Komite Disiplin dan Investigasi adalah suatu komite yang
melakukan fungsi Reviu Mutu berdasarkan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga.

16. Komite Kehormatan Profesi adalah komite sebagaimana dimaksud
pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Tahapan Audit

Pasal 2

(1) Anggota yang memberikan Audit harus mematuhi kode etik, SPAP dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan pemberian Audit sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Anggota harus melakukan tahapan sebagai berikut:
a. penerimaan klien dan evaluasi hubungan keberlanjutan dengan

klien, termasuk pemenuhan persyaratan prakondisi suatu audit,
yang dituangkan dalam Surat Perikatan;

b. menyusun strategi dan rencana audit, termasuk:
1. melakukan penilaian risiko kesalahan penyajian material

pada laporan keuangan;
2. menentukan respon atas risiko kesalahan penyajian material

pada laporan keuangan yang teridentifikasi.
c. melaksanakan prosedur sebagai respon atas penilaian risiko

kesalahan penyajian material sebagaimana ditentukan pada huruf
b, angka 2;
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d. mengevaluasi hasil pelaksanaan prosedur dan memformulasi
simpulan dalam bentuk opini auditor independen;

e. mendokumentasikan seluruh tahapan audit dalam dokumentasi
audit secara cukup dan memadai.

Bagian Ketiga
Tim Perikatan Audit

Pasal 3

Dalam melaksanakan Audit, Anggota yang bertindak sebagai Pemimpin
Rekan dan/atau Rekan Akuntan Publik pada KAP harus menugaskan Tim
Perikatan dengan kompetensi dan waktu yang memadai untuk
melaksanakan Audit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

BAB 11

IMBALAN JASA

Bagian Kesatu
Hak atas Imbalan Jasa

Pasal 4

Ketika memberikan Audit, Akuntan Publik/KAP berhak untuk mendapatkan
Imbalan Jasa berdasarkan kesepakatan antara Akuntan Publik dengan
entitas kliennya yang tertuang dalam Surat Perikatan.

Bagian Kedua
Kebijakan Penentuan Imbalan Jasa

Pasal 5

(1) Setiap Anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau
Rekan Akuntan Publik pada KAP harus menetapkan kebijakan sebagai
dasar untuk menghitung besamya Imbalan Jasa.

(2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencakup:
a. besaran tarif Imbalan Jasa standar per jam [hourly charge out rate)

untuk masing-masing tingkatan staf auditor;
b. kebijakan penentuan harga untuk penentuan harga yang berbeda

dari tarif Imbalan Jasa standar, dan
c. metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang akan

ditagihkan kepada entitas yang dituangkan dalam suatu Surat
Perikatan.

(3) Metode penentuan jumlah keseluruhan Imbalan Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat menggunakan:
a. jumlah keseluruhan yang bersifat lumpsum;
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b. jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam
keija personil atau komposit Tim Perikatan, atau

c. jumlah yang ditentukan berdasarkan realisasi penggunaan jam
keija personil atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan
jumlah minimal dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari
entitas klien.

(4) Penjelasan lebih lanjut mengenai metode penentuan jumlah
keseluruhan Imbalan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum pada Lampiran I peraturan ini.

Pasal 6

Dalam setiap Perikatan Audit, proses penghitungan dan penentuan Imbalan
Jasa harus didokumentasikan dan menjadi bagian dari dokumentasi audit.

Bagian Kedua
Indikator Batas Bawah Tarif Penagihan Jasa Audit

Pasal 7

(1) Dalam rangka meningkatkan kualitas jasa Audit, Institut menetapkan
indikator batas bawah Tarif Penagihan sebagai suatu indikator
terpenuhinya Imbalan Jasa yang memadai sehingga memungkinkan
Anggota mampu melaksanakan Audit sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2.

(2) Indikator batas bawah Tarif Penagihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan
ini.

(3) Indikator batas bawah Tarif Penagihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digunakan oleh:
a. Anggota yang bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan

Akuntan Publik pada KAP sebagai acuan dalam menentukan
kebijakan Imbalan Jasa yang berlaku di internal kantor dan/atau
pada saat menentukan nilai Imbalan Jasa;

b. pihak lain sebagai pengguna jasa Akuntan Publik dalam rangka
menentukan anggaran biaya Audit serta mengevaluasi kecukupan
prosedur Audit dan pemenuhan ketentuan SPAP dan kode etik
yang berlaku oleh Akuntan Publik;

c. regulator yang berkepentingan terhadap pelaporan keuangan
suatu entitas dalam rangka mendorong peningkatan tata kelola
pelaporan keuangan yang lebih baik;

d. regulator profesi Akuntan Publik dalam melakukan pembinaan
dan pengawasan profesi Akuntan Publik;

e. Institut sebagai indikator awal pemenuhan mutu suatu perikatan
Audit pada saat melakukan reviu mutu bagi Anggota.
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Bagian Ketiga
Panduan Penentruan Imbalan Jasa

Pasal 8

(1) Untuk membantu para Anggota dalam menentukan Imbalan Jasa atas
Audit, Institut menetapkan panduan penentuan Imbalan Jasa Audit
sebagaimana tercantum pada Lampiran III peraturan ini.

(2) Anggota dapat menggunakan ketentuan dalam peraturan ini sebagai
acuan dalam menentukan imbalan jasa selain Audit.

BAB III

SOSIALISASI

Pasal 9

(1) Untuk meyakinkan pemahaman dan penerapan peraturan ini, Institut
melakukan sosialisasi kepada Anggota sebagai materi kegiatan
pendidikan profesional berkelanjutan dengan satuan kredit pelatihan
minimal 3 SKP.

(2) Setiap Anggota pemegang izin Akuntan Publik wajib mengikuti kegiatan
pendidikan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).

Pasal 10

Institut melakukan sosialisasi tentang peraturan ini kepada pihak lain yang
dipandang tepat oleh Institut.

BAB IV

PENEGAKAN DISIPUN

Bagian Kesatu
Reviu Mutu

Pasal 11

(1) Dalam hal Komite Disiplin dan Investigasi melakukan Reviu Mutu
terhadap Perikatan Audit atau reviu terhadap sistem pengendalian
mutu KAP, kebijakan dan dokumentasi proses penentuan Imbalan Jasa
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi objek yang
direviu tersebut.

(2) Dalam hal kebijakan dan penentuan Imbalan Jasa sebagaimana
dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 tidak didokumentasikan atau
menemukan dokumentasi yang tidak memadai, maka kondisi tersebut
dikategorikan sebagai temuan yang signifikan.
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(3) Temuan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
disimpulkan oleh Komite Disiplin dan Investigasi sebagai simpulan
ketidakpatuhan terhadap peraturan ini, Standar Pengendalian Mutu,
dan/atau SPAP.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 12

(1) Dalam hal Anggota tidak mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6
bersifat menyeluruh namun tidak mengakibatkan penurunan
signifikan kualitas Audit, Anggota harus melakukan perbaikan yang
dituangkan dalam rencana tindakan {action plan] dan dilaporkan ke
Komite Disiplin dan Investigasi.

(2) Dalam hal Anggota tidak mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 yang
bersifat menyeluruh dan sistematis sehingga berpotensi mengakibatkan
penurunan signifikan kualitas Audit, Anggota dikenakan sanksi
peringatan tertulis yang ditetapkan Komite Disiplin dan Investigasi
berdasarkan ketentuan yang berleiku di Institut dan melakukan
perbaikan.

(3) Dalam hal Anggota tidak mematuhi ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 yang
bersifat menyeluruh dan sistematis sehingga mengakibatkan
penurunan signifikan kualitas Audit, Anggota dikenakan sanksi
pembekuan sebagai Anggota Institut yang ditetapkan Komite Disiplin
dan Investigasi.

(4) Dalam hal Anggota telah dikenakan sanksi pembekuan, namun tidak
melakukan perbaikan signifikan dalam jangka waktu paling lambat 2
tahun sejak sanksi pembekuan efektif dan keadaan ketidakpatuhan
tetap terjadi secara sistematis dan menyeluruh sehingga kualitas Audit
tetap buruk, Anggota dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Anggota
Institut oleh Komite Disiplin dan Investigasi.

Pasal 13

Komite Disiplin dan Investigasi melakukan Reviu Mutu dan menetapkan
sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 berdasarkan ketentuan yang
berlaku di Institut.

Pasal 14

(1) Anggota yang dikenakan sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan,
atau sanksi pemberhentian sebagai Anggota Institut sebagaimana
dimaksud pada Pasal 12 oleh Komite Disiplin dan Investigasi dapat
mengajukan permohonan banding ke Komite Kehormatan Profesi
sesuai ketentuan yang berlaku di Institut.

(2) Komite Kehormatan Profesi memutuskan permohonan banding
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

I,
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(3) Keputusan Komite Kehormatan Profesi bersifat final dan mengikat dan
berlaku efektif pada saat tanggal ditetapkan.

Pasal 15

Anggota yang dikenakan sanksi pembekuan atau^ sanksi pemberhentian
sebagai Anggota Institut yang telah berlaku efektif diumumkan ke
masyarakat melalui website Institut berdasarkan keputusan Pengurus.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

(1) Ketentuan yang tercantum dalam Lampiran peraturan ini merupakan
bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

(2) Peraturan Pengurus ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Januari 2016

PENGURUS INSTITUT AKfcMfTAN PUBLIK INDONESIA

r'''^'JKlNnONfS:A
■  /■li '.'Vjn.'s

TARKOSUNARYO. MBA. CPA
Ketua
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Lampiran I

Metode Penentuan Keseluruhan Imbalan Jasa

1. Dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa, Anggota yang
bertindak sebagai Pemimpin Rekan dan/atau Rekan Akuntan Publik
pada Kantor Akuntan Publik dapat menggunakan metode berikut ini
sebagai kesepakatan antara KAP dengan entitas kliennya:

a. Jumlah keseluruhan Imbalan Jasa yang bersifat lumpsum;

Dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa yang bersifat
lumpsum, anggota dapat menggunakan perkiraan jam kerja tim
perikatan yang dianggarkan untuk mengerjakan pekerjaan audit
mulai dari tahap pra-perikatan hingga penyelesaian pelaporan.

Anggota harus mampu memperkirakan jam kerja tim
perikatan yang cukup dan memadai untuk memastikan bahwa tim
perikatan mampu menjalankan serangkaian prosedur dengan
memperhatikan kecukupan prosedur audit dan pemenuhan
ketentuan SPAP serta Kode Etik yang berlaku.

Anggota tidak dibenarkan untuk mengurangi kecukupan
prosedur audit semata-mata untuk mengurangi jumlah jam kerja
tim perikatan yang dibutuhkan dengan tujuan untuk menurunkan
tarif keseluruhan Imbalan Jasa.

Anggota harus mampu memperhitungkan biaya-biaya lainnya
yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan audit ke dalam
tarif keseluruhan Imbalan Jasa seperti biaya transportasi,
akomodasi atau out-of-pocket lainnnya, kecuali diperjanjikan atau
disepakati lain dengan klien.

b. Imbalan Jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil
atau komposit tim perikatan; atau

Dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa dengan
metode ini, an^ota harus mampu men3aisun perkiraan jam kerja
masing-masing personil atau komposit tim perikatan yang
diproyeksikan mendekati realisasi pen^unaan jam kerja
sesungguhnya agar memberikan gambaran atau proyeksi tarif
keseluruhan Imbalan Jasa.

Anggota harus menjaga catatan realisasi jam kerja personil
yang telah disepakati dengan klien sebagai dasar untuk
menentukan tarif keseluruhan Imbalan Jasa.
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Anggota hams memastikan kecukupan prosedur audit yang
dilaksanakan untuk setiap pekerjaan dan tidak melakukan
prosedur yang tidak semestinya sesuai ketentuan dalam SPAP
serta Kode Etik yang berlaku, semata-mata untuk meningkatkan
penggunaan realisasi jam kerja personil atau tim perikatan.

c. Imbalan Jasa berdasarkan realisasi penggunaan jam kerja personil
atau komposit Tim Perikatan dengan ditentukan jumlah minimal
dan/atau maksimal sesuai pagu anggaran dari entitas klien.

Dalam menentukan keseluruhan Imbalan Jasa dengan
metode ini, anggota selain hams menyusun perkiraan penggunaan
jam kerja personil dengan memperhatikan kecukupan prosedur
minimal yang harus dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan
audit juga hams memperkirakan penambahan jam kerja yang
disebabkan penambahan cakupan prosedur yang mungkin
dilakukan sesuai SPAP dan Kode Etik yang berlaku.

Anggota harus menjaga catatan realisasi penggunaan jam
kerja yang telah disepakati dengan klien sebagai dasar untuk
menentukan tarif keseluruhan Imbalan Jasa dengan nilai
maksimal sesuai pagu maksimal yang telah ditetapkan.

2. Guna menghitung penggunaan jam kerja personil atau tim perikatan
dalam setiap tahapan pekerjaan audit, Institut memberikan ilustrasi
Dasar Perhitungan Penetapan Imbalan Jasa KAP sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV peraturan ini.

i.
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Lampiran II

Indikator Batas Bawah Tarif Penagihan {Billing Rate).

Indikator batas bawah Imbalan Jasa per jam (minimum hourly charge-out
rates) ditetapkan berdasarkan klasifikasi beijenjang, sebagai berikut:

Kategori
Wilayah

Junior

Auditor

Senior

Auditor
Supervisor Manager Partner

Jabodetabek 100.000 150.000 300.000 700.000 1.500.000

Luar

Jabodetabek
70.000 125.000 200.000 500.000 1.200.000

Nilai tersebut sebagai indikator minimal dapat digunakan sebagai acuan
dalam penentuan imbalan jasa. Sesuai kondisi dan karakteristik yang
berbeda-beda, Anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang
lebih tinggi dari nilai yang sudah ditetapkan di atas.

Dalam hal Anggota menetapkan nilai imbalan jasa per jam di bawah nilai
indikator batas bawah yang telah ditetapkan, maka hal ini berpotensi bahwa
jumlah imbalan jasa yang ditetapkan tersebut tidak mencukupi untuk
melaksanakan prosedur audit yang memadai sesuai Kode Etik, SPAP, dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Lampiran III

Panduan Penentuan Imbalan Jasa

Pengantar

1. Panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Angola
Institut Akuntan Publik Indonesia fAnggota") yang menjalankan
praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan
jasa standar yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya dailam
hal ini jasa audit. Panduan ini harus dibaca dalam hubungannya
dengan Kode Etik Profesi» khususnya yang berkaitan dengan
Independensi dan Imbalan Jasa Profesional.

2. Panduan ini dimaksudkan untuk membantu Anggota dalam
menetapkan imbalan jasa standar yang wajar sesuai dengan martabat
profesi akuntan publik dan dalam jumlah yang pantas untuk dapat
memberikan jasa sesuai dengan tuntutan standar profesional akuntan
publik yang berlaku. Imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara
signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor/akuntan
pendahulu atau diajukan oleh auditor/akuntan Iain, akan
menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi
Anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional
yang berlaku.

3. Adanya panduan ini diharapkan dapat memberikan kepastian kepada
Anggota dan pemakai jasa profesi akuntan publik bahwa imbalan jasa
yang diterima mencermink^ tingkat tanggung jawab dan risiko dari
akuntan publik.

Prinsip Dasar

4. Dalam menetapkan imbalan jasa audit, Anggota harus
mempertimbangkan:
•  kebutuhan klien dan ruang lingkup perkejaan;
•  waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit;
•  tugas dan tanggung jawab menurut hukum {statutory duties) ;
•  tingkat keahlian {levels of expertise) dan tanggung jawab yang

melekat pada pekerjaan yang dilakukan;
•  tingkat kompleksitas pekerjaan;
•  jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan

secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk
menyelesaikan pekerjaan;

•  sistem Pengendalian Mutu Kantor; dan
•  basis penetapan imbalan jasa yang disepakati.
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5. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan
untuk menyelesaikan pekerjaan dan banyalcnya staf yang dilibatkan
pada berbagai tingkatan atau sesuai dengan ruang lingkup dan
kompleksitas penugasan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi
kantor akuntan publik yang bersangkutan.
•  Dalam hal imbalan jasa tidak dikaitkan dengan banyaknya waktu

pekerjaan, Anggota harus menyampaikan Surat Perikatan
{Engagement Letter) yang setidaknya memuat:
o  tujuan, lingkup pekerjaan serta pendekatan dan

metodologinya; dan
o  basis penetapan dan besaran imbalan jasa (atau estimasi

besaran imbalan jasa) serta cara dan/atau termin
pembayarannya.

•  Anggota agar selalu:
o  Memelihara dokumentasi lengkap mengenai proses

perhitungan dan penentuan imbalan jasa; dan
o  Menjaga agar basis pengenaan imbalan jasa yang disepakati

konsisten dengan praktik yang lazim berlsiku.

6. Imbalan jasa audit harus mencerminkan secara wajar pekerjaan yang
dilakukan untuk klien dan seluruh faktor yang dikemukakan dalam
Paragraf 4 diatas (Dalam hal ini Anggota harus memperhatikan Kode
Etik yang mengatur mengenai Independensi). Anggota tidak
diperkenankan menetapkan imbalan jasa berbasis kontinjensi baik
langsung atau tidak langsung.

7. Sebelum perikatan disepakati, Anggota sudah harus menjelaskan
kepada klien, basis pengenaan imbalan jasa, cara dan termin
pembayaran, dan total imbalan jasa yang akan dikenakan.

8. Dalam hal kemungkinan besar imbalan jasa akan meningkat secara
substansial di masa datang, klien harus sudah diberitahukan
sebelumnya dan alasan kenaikan imbalan jasa.

9. Imbalan jasa atas pekerjaan pertama yang diberikan kepada klien tidak
boleh didiskon sebagai imbalan jasa perkenalan, dengan maksud untuk
mengenakan imbalan jasa lebih tinggi atau pemberian jasa lainnya di
masa datang. Anggota harus dapat menunjukkan bahwa pekerjaannya
dilakukan secara profesional dan memenuhi persyaratan kualitas yang
ditetapkan, dan memenuhi kebutuhan klien.

10. Anggota dimungkinkan untuk mengenakan imbalan jasa minimum
sepanjang imbalan jasa tersebut menutupi biaya pokok jasa dan tidak
mengurangi kecukupan prosedur dalam pelaksanaan audit sesuai
SPAP dan Kode Etik.
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11. Untuk mempertahankan independensinya, Anggota sudah harus
menerima imbalan jasa atas pekerjaan yang telah dilakukan pada
periode sebelumnya, sebelum memulai pekerjaan untuk periode
berikutnya.

12. Anggota yang imbalan jasanya belum dibayar boleh menahan dokumen
tertentu milik klien yang digunakan dalam pelaksanaain pekerjaannya,
dan boleh menolak untuk meneruskan informasi yang dimilikinya
kepada klien, pihak lain, atau auditor/akuntan penerus sebelum
imbalan jasanya dibayar.

13. Anggota tidak diperkenankan menerima perikatan apabila klien belum
membayar lunas kewajiban kepada auditor terdahulu.

Penetapan Tarif Imbalan Jasa

14. Tarif imbalan jasa {charge-out rate) harus menggambarkan remvinerasi
yang pantas bagi Anggota dan stafnya, dengan memperhatikan
kualifikasi dan pengalaman masing-masing.

15. Tarif imbalan jasa harus ditetapkan dengan memperhitungkan:
a. gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang

kompeten dan berkeahlian;
b. imbalan lain diluar gaji;
c. beban overhead^ termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan

pengembangan akuntan publik berserta staf, serta riset dan
pengembangan;

d. jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (projected
charge-out time) untuk akuntan publik, staf profesional dan staf
pendukung; dan

e. marjin laba yang pantas.

Pencatatan Waktu

16. Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang
sesuai perlu dil^cukan secara teratur untuk dapat menghitung
imbalan jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga
efisiensi dan efektifitas pekerjaan. Time sheet sekaligus berfungsi
sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja.

Penagihan Bertahap

17. Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara
bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari
satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang
disepakati telah jatuh waktu.

L
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Lampiran IV

Ilustrasi Dasar Perhitungan Penetapan Imbalan Jasa KAP

1. Dalam menghitung besarnya imbalan jasa audit atas laporan
keuangan, maka Akuntan Publik hams menghitung waktu yang
dibutuhkan dalam memenuhi tahap-tahapan audit, sebagai berikut:

Tahap I: Penilaian Risiko

a. Aktivitas Pendahuluan

-  prosedur penerimaan/atau berkelanjutan klien
b. Rencana Audit

-  strategi Audit
- menentukan tingkat materialitas
- Diskusi Tim Audit

c. Prosedur dalam Penilaian Risiko

-  identifikasi risiko bawaan

- menilai risiko bawaan

•  risiko signifikan
-  pemahaman pengendalian internal
-  evaluasi pengendalian internal
• komunikasi kelemahan pengendalian internal
-  kesimpulan terhadap penilaian risiko

Tahap II: Respons terhadap Risiko

a. Rencana Audit

- pen^unaan asersi dalam rancangan pengujian
- penggunaan materialitas dalam rancangan pengujian
- auditor tools box

- menyusun rencana audit
-  risikoterhadap fraud
-  risiko salah saji
• dokumentasi rencana audit

- mengkomunikasikan rencana audit
b. Menentukan Tingkat Pengujian

-  sampling
-  subtantif

-  subtantif analitis

-  test of control

-  evaluasi pen5dmpangan
c. Penggunaan Pekerjaan Pihak Lain
d. Dokumentasi

e. Representasi Tertulis

I



lAPI

Tahap III: Pelaporan
a. Evaluasi Bukti Audit

b. Komunikasi dengan Pihak yang Bertanggungjawab. atas Tata
Kelola

c. Laporan Audit Modifikasian
d. Penekanan terhadap Suatu Hal dan Paragraf Hal Lain
e. Informasi Komparasi

Besarnya nilai imbalan jasa audit merupakan hasil perhitungan dari
jumlah jam kerja {chargeable hours) yang dibutuhkan dikalikan dengan
besamya nilai imbalan jasa audit per jam (hourly charge rate out).

Contoh/ilustrasi perhitungan imbalan jasa audit berdasarkan jam
kerja yang dibutuhkan.

Nama Klien:

Tahun Buku:

Disiapkan oleh:

Diriviu oleh:

JAM KERJA YANG DIANGGARKAN

AKTIVITAS

Partner Manager Supervisor
Senior

Auditor

Junior

Auditor

PENILAIAN RISIKO

Pra-Perikatan

Prosedur Penerimaan KHen 0.5 2

Prosedur Perikatan Audit 0.5 2

Perencanaan

Memahami Bisnis dan Aktivitas

Mien 0.5 0.5 1

Penilaian Risiko dan Pengendalian 0.5 1

Materialitas Audit 0.5 0.5 1

Penilaian Risiko Kecurangan/Fraud 0.5 0.5 1

Penilaian dan Pemahaman sistem

T1 0.5 0.5 1

Reviu Analitis 0,5 0.5 1

Evaluasi Fungsi Audit Internal 0.5 0.5 1

Pertimbangan Khusus Audit Group
dan Penggunaan Pekerjaan Auditor
Lain O.S 1 2

RESPONS TERHADAP RISIKO

Pelaksanaan

Pengujian

Pendekatan & Risiko Sampling 1 1

Pemilihan dan Pengujian Sample 1 2 4

Program Audit

I
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Neraca - Aktiva

Neraca Kewajiban

Laba Rugi

Lainnya

1 3 4

1 3 4

1 3 4

1 3 4

Inkuiri dan Konfirmasi

Bank

Debitur / Kreditur

Sewa/Lease

Legal

Pinjaman

Pajak

Perhitungan Fisik Persediaan

Penilaian Kelangsungan Usaha

Cekiis Transaksi Pihak yang
Berelasi

Cekiis Kepatuhan Terhadap
Perundang-undangan

Cheklist Kepatuhan Perpajakan

Daftar Koreksi Terhadap Salah Seji

1 1 3 4

1 3 4

1 3 4

1 3 4

1 3 4

1 3 4

1 4 4

0.5 0.5 1

0.5 1

0,5 1 1

1 1

0.5 1 1

PELAPORAN

Riviu Laporan Keuangan

Laporan Arus Kas

Kesimpulan atas Prosedur Analitis

Rangkuman Hasil Riviu untuk
Partner

Dokumentasi Temuan Signifikan

Catatan untuk Tahun Depan

Cekiis Peristiwa Setelah Tanggal
Neraca

Cekiis Penyelesaian Audit

Rangkuman Salah Saji yang Tidak
Dikoreksi

Surat kepada Manajemen/Direksi

Laporan Audit

0,5 1 3 3

2 3

0.5 1

0.5 1 2

1 1

0.5 0.5

1 1

0.5 1

0.5 1

1 1

1 1 1

Jam Keija Audit yang Dianggarkan 11 25 37 42 48

Administrasi dan Bantuan 1 1 2 4 4

Total Jam Keija Audit

Imbalan Jasa per Jam

12 26 39 46 52

1.500.000 700.000 300.000 150.000 100.000

18.000.000 18.200.000 11.700.000 6.900.000 5.200,000

Besaran Imbalan Jasa 60.000.000



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERtSAHA (NIB)

8120212051921

Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lcmbaga Pcngelola dan Penyelcnggara OSS berdasarkan ketcntuan Pasal 24
ayat (I) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Pcrizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik. menerbitkan NIB kepada:

Naraa Penisahaan

Alamat Penisahaan

NPWP

Nomor Telepon

Nomor Fax

Email

Nama K.BLI

Kode KBLI

Status Penanaman Modal

Persekutuan dan Perkumpuian DARSONO & BUDI CAilYO

SANTOSO

Jl. Mugas Dalam No. 65, K.ei. Mugasari, Kec. Semarang Selatan,

Kota Semarang, Prop. Jawa Tengah

02.798.723.9-508.000

0248417530

0248418124

kap_darsonocs@yahoo.com
Aktivitas Akuntansi, Pembukuan Dan Pemeriksa

69201

PMDN

NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan
kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB adalah bukti Pendaharan Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Penisahaan.

OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersiai/operasional) sesuai ketentuan
perundang-undangan.

Selunih data yang tercantum dalam NIB dapat benibah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha

Ditetapkan tanggal : 12 Oktober 2018

□ KID

Dokumen ini dikeluarkaii dari Sisfem OSS a<as dasar data dari pelaku usaha. Kehenaran dan keabsahan alas data yang dilampillcan dalam
dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung ja^-ah pelaku usaha sepenuhnya.



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

POLITEKNIKILMU PELAYARAN

SEMARANG

DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG

NOMOR : PL.102 / 20 / 9 / PIP.SMG-2022

TANGGAL 27 JANUARI2022

UNTUK

KEGIATAN

DUKUNGAN MANAJEMEN. PENGELOLAAN

PERENCANAAN, KEUANGAN, BMN DAN UMUM SDM
TRANSPORTASI. LAYANAN MANAJEMEN KINERJA

INTERNAL. LAYANAN MANAJEMEN KEUANGAN.

LAYANAN KEUANGAN DAN PERBENDAHARAAN.

REVIEW DAN EVALUASITARIF BLU

PEKERJAAN

PENGADAAN AUDIT KAP

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

JL. SINGOSARI2A SEMARANG

TELP. (024) 8311527

TAHUN ANGGARAN

2022



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
'  JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email info@ptp-fteniarang.ac.id
KODE PCS 50242 Home Rape : www.DiD-semarana ac kl

Semarang, 27 Januari 2022Nomor : PL. 102 / 20 / 10 / PIP.SMG-2022

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.
Direktur KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Perihal : Pekeijaan Pengadaan Audit KAP

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket Pekeijaan Barang
sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan
Nama paket pekerjaan
Lingkup pekerjaan
Nilai total HPS

Sumber pendanaan
2. Pelaksanaan Pengadaan

Tempat dan alamat

TeleponFax
Website

Pengadaan Audit KAP.
Pengadaan Audit KAP sebanyak 1 paket.
Rp. 57.035.000,- (Lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu rupiah)
DlPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,
Jl. Singosari 2A Semarang
0248311527/0248311529

http://pip-semarana.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai
dengan iadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No i Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan Dokumen Penawaran Kamis-Senin,

27-31 Januari 2022

09.00 s/d 13.00 WIB

b. Pembukaan Dokumen Penawaran,

Evaluasi, Klarifikasi Teknis dan Negosiasi
Harga

Senin,

31 Januari 2022

09.00 WIB s/d

Selesai

c. Penandatanganan SPK Rabu,
2 Februari 2022 Selesai

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai
alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. Demikian
disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA A. S.SiT.. M.T

Pembina, IV/a

NIP. 19760526 200502 2 001

A



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SOM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
vKAN

JALAN SINGOSARI 2A TELP. (62)024-8311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311528 Email info@pip-semarang ac id
KODE PCS 50242 Home Page www.oio-semarana ac.id

BAB I

UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG

Nomor : PL. 102 / 20 / 10 / PIP.SMG-2022 Semarang, 27 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.

Direktur KAP DARSONO &, BUDI CAHYO SANTOSO

di Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang

Perihal : Pengadaan Langsung untuk Paket pekerjaan Pengadaan Audit KAP pada Politeknik
Ilmu Pelayaran Semarang Tahun Anggaran 2022

Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses Pengadaan Langsung paket
Pekerjaan Barang sebagai berikut:

1. Paket Pengadaan
Nama paket pengadaan
Lingkup pekerjaan
Nilai total HPS

; Pengadaan Audit KAP
; Pengadaan Audit KAP
: Rp 57.035.000,- (Lima puluh tujuh juta tiga puluh lima ribu

Sumber pendanaan
rupiah)

; DlPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

2. Pelaksanaan Pengadaan
Tempat dan alamat Unit Pengadaan Barang dan Jasa PIP Semarang,

Jl. Singosari 2A Semarang
Teleponhax : 0248311527 / 0248311529
Website : http://pip-semaramj.ac.id

Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung

No Kegiatan Hari/Tanggal Waktu

a. Pemasukan dan Pembukaan

Dokumen Penawaran

Senin-Rabu,

31 Januari - 2 Februari

2022

21.00 s/d 13.00 WIB

b. Evaluasi, Klarifikasi Teknis

dan Negosiasi Harga

Rabu,

2 Februari 2022

11.00 WIB s/d Selesai

c. Penandatanganan SPK Jum'at, 4 Februari 2022

Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi
kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran.

Demikian disampaikan untuk diketahui.

PEJABAT PENGADAAN PADA

PIP SEMARANG

WAHYU PRASETYA A. S.SIT.. M.T.

Pembina, (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001

I



BABH

INSTRUKSIKEPADA PENYEDIA (IKP )

A. UMUM

1. Lingkup
Pekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket Pengadaan
Barang dengan kode Rencana Umum Pengadan (RUP)
sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.3 Uraian singkat paket pengadaan sebagaimana tercantum
dalam LDP.

1.4 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untiik menyelesaikan
pekeijaan dalam jangka waktu berdasarkan ketentuan yang
terdapat dalam kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi
teknis dan harga sesuai kontrak.

1.5 Nama Satuan Keqa/Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam LDP.

1.6 Nama Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.7 Alamat Pejabat Pengadaan sebagaimana tercantum dalam
LDP.

1.8 Website Satuan Kerja/Kementerian/Lembaga/Perangkat
Daerah sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.9 Website Aplikasi SPSE sebagaimana tercantum dalam
LDP.

2. Sumber Dana Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana
tercantum dalam LDP.

3. Perbuatan

yang Dilarang
dan Sanksi

4. Larangan
Pertentangan
Kepentingan

Penyedia dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini
berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak
melakukan tindakan sebagai berikut:

berusaha mempengaruhi Pejabat Pengadaan dalam bentuk
dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan penyedia
yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan
Langsung, dan/atau peraturan perundang-undangan;
membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini.

a.

b.

4.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, flmgsi, dan
perannya, menghindari dan mencegah pertentangan
kepentingan baik secara langsung maupun tiddc langsung.

4.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada
klausul4.1 antara lain meliputi:
a. Pengurus/manajer koperasi merangkap sebagai Pejabat



4.3

Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat Pengadaan pada
pelaksanaan pengadaan di Kementeiian/Lembaga/
Perangkat Daerah.

b. Pejabat Penandatangan Kontrak/PPK/Pejabat
Pengadaan baik langsimg maupun tidak langsung
mengendalikan atau menjalankan badan usaha
Penyedia.

Peserta dilarang melibatkanpegawai Kementerian/
Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pimpinan dan/atau
pengurus badan usaha dan/atau tenaga kerja kecuali cuti
diluar tanggungan Negara.

B. PERSYARATAN KUALIFIKASI

5. Persyaratan
Kualifikasi

Administrasi/

Legalitas
Peserta

5.1 Untuk peserta yang berbentuk badan usaha, persyaratan
kualifikasi administrasi/legalitas meliputi:
a. Memiliki izin usaha sebagaimana tercantum dalam

LDP;

b. Memiliki bidang pekeijaan sebagaimana tercantum
dalam LDP;

c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
d. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban

perpajakan tahun pajak terakhir (SPT tahunan);
e. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor

dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik
sendiri atau sewa;

f. Secara hukum mempunyai kapasitas untuk
mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan
dengan:
1)Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
2)Surat Kuasa (apabila dikuasakan); dan
3)Kartu Tanda Penduduk.

g. Pakta Integritas;
h. Surat pemyataan yang ditandatangani Peserta yang

berisi;

1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan
usahanyatidak sedang dihentikan;

2) yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha
tidak sedangdikenakan sanksi daftar hitam;

3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha
tidaksedang dalam menjalani sanksi pidana; dan

4) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai
pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
atau pimpinan danpengurus badan usaha sebagai
pegawaiKementerian/Lembaga/Perangkat Daerah
yang sedangmengambil cuti diluar tanggungan
Negara.



5.2 Untuk peserta perorangan,
administrasi/legalitas meliputi:

persyaratan kualifikasi

a. memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti
KartuTanda Penduduk (KTP)/Paspor/Surat Keterangan
DomisiliTinggal;

b. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah
memenuhi kewajiban perpajakan tahim terakhir;

c. menandatangani Pakta Integritas; dan
d. Surat pemyataan yang ditandatangani berisi:

1) tidak dikenakan Sanksi Daflar Hitam;
2) keikutsertaannya tidak menimbulkan

pertentangankepentingan pihak yang terkait;
3) tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau

sedangmenjalani sanksi pidana; dan
4) tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali

yangbersangkutan mengambil cuti diluar
tanggimgan Negara.

Persyaratan Persyaratan kualifikasi teknis meliputi:
Kualifikasi a. Memiliki pengalaman;
Teknis 1) Penyediaan barang pada divisi yang sama paling kurang
Peserta 1 (satu) pekeijaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta,
termasuk pengalaman subkontrak; dan

2) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam
kelompok/grup yang sama paling kurang 1 (satu)
pekeijaan dalam kurunwaktu 3 (tiga) tahun terakhir baik
di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk
pengalaman subkontrak.

b. Memiliki kemampuan untuk menyediakan sumber daya
manusiadan peralatan yang dibutuhkan dalam proses
penyediaan termasuk layanan puma jual (jika diperlukan).

C DOKUMENPENGADAANLANGSUNG

6.

7. Isi Dokumen

Pengadaan
Langsung

Dokumen Pengadaan Langsimg terdiri dari:
a. Undangan Pengadaan Langsung;
b. Instruksi Kepada Peserta (DCP);
c. Lembar Data Pemilihan (LDP);
d. Daftar Kuantitas,Spesifikasi Teknis dan Gambar;
e. Bentuk Dokumen Penawaran:

f. Pakta Integritas;
g. Formulir Isian Kualifikasi; dan
h. Bentuk Surat Perintah Keija (SPK).

D. PENYIAPAN DOKUMENPENAWARAN

8. Dokumen 8.1 Dokumen Penawaran terdiri dari Penawaran Administrasi,



Penawaran Penawaran Teknis, Penawaran Harga, Pakta Integritas, dan
dan Formulir Isian Kualifikasi, sebanyak 1 (satu) rangkap
Kualifikasi dokumen asli.

8.2 Dokumen Penawaran Administrasi yang terdiri dari:
a. Surat Penawaran,yang didalamnya mencantumkan:

1) tanggal;
2) masa berlaku penawaran sebagaimana tercantum

dalam LDP;
3) harga penawaran(dalam angka dan huruf); dan
4) tanda tangan oleh:

a) direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus
koperasi;

b) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang nama
penerima kuasanya tercantum dalam akta
pendirian/Anggaran dasar;

c) pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi yang namanya
tidak tercantum dalam akta pendirian/Anggaran
dasar, sepanjang pihak lain tersebut adalah
pengurus/karyawan perusahaan/karyawan
koperasi yang berstatus sebagai tenaga keija
tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian
wewenang yang sah dari direktur
utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi
berdasarkan akta pendirian/Anggaran dasar; atau

d) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh
kantor pusat.

b. Surat Kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/pengurus koperasi kepada penerima kuasa
(apabila dikuasakan).

8.3 Dokumen Penawaran Teknis yang terdiri dari:
a. spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan

contoh, brosur dan gambar-gambar;
b. standar produk yang digunakan;
c. garansi;
d. layanan pumajual;
a. jangka waktu penyerahan/pengiriman barang

sebagaimana tercantum dalam LDP; dan
f. identitas (jenis, tipe dan merek).

8.4 Dokumen Penawaran Harga yang terdiri dari:
a, Rincian harga penawaran (Daftar Kuantitas dan Harga);
b. Jumlah total harga penawaran;

8.5 Dokumen kualifikasi terdiri dari Pakta Integritas dan
Formulir Isian Kualifikasi harus diisi lengkap dan
ditandatangani oleh pihak sebagaimana tercantum pada
klausul 8.2 huruf a butir 4).



E. PENYAMPAIANDOKUMENPENAWARAN

9. Penyampaian Penyedia menyampaikan langsimg Dokumen Penawaran kepada
Dokumen Pejabat Pengadaan sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Penawaran Langsimg

F. PEMBUKAAN PENAWARAN, EVALUASI, KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI
10. Pembukaan

Penawaran

10.1 Dokumen Penawaran dibuka pada saat penyerahan dokumen
penawaran sesuai jadwal dalam Undangan Pengadaan
Langsung.

10.2 Pejabat Pengadaan memeriksa kelengkapan Dokumen
Penawaran, yang meliputi:
a. Surat penawaran
b. Surat kuasa (apabila dikuasakan);
c. Dokumen penawaran teknis;
d. Dokumen penawaran harga;
e. Pakta Integritas; dan
f. Formulir Isian Kualifikasi.

11. Evaluasi dan

Negosiasi
Penawaran

11.1 Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi penawaran yang
meliputi:
a. evaluasi administrasi dan kualifikasi;
b. evaluasi teknis; dan
c. klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga.

11.2 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi:

a. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, apabila surat penawaran memenuhi
ketentuan sebagai berikut:
1) ditandatangani oleh pihak sebagaimana klausul 8.2

huruf a butir 4);
2) mencantumkan penawaran harga;
3)jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak

kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;
dan

4) jangka waktu pelaksanaan pekeijaan yang ditawarkan
tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum
dalam LDP.

b. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan administrasi,
Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung
gagal, dan mengundang Pelaku Usaha laia

c. Evaluasi Kualifikasi dengan ketentuan:
1) Evaluasi Kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur;
2) Evaluasi kelengkapan dan keabsahan Pakta Integritas

dan Formulir Isian Kualifikasisesuai dengan
persyaratan kualifikasi pada klausul 5 dan 6.

3) Apabila penyedia tidak memenuhi persyaratan
kualifikasi, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan mengundang Pelaku Usaha lain.



12. Pembuatan

Berita Acara

Hasil

Pengadaan
Langsung

11.3 Evaluasi Teknis;

a. evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang
memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi;

b. unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang
ditetapkan sebagaimana yang tercantum di spesifikasi;

c. evaluasi teknis dilakukan dengan menggunakan sistem
gugur (pass and fail)\

d. Pejabat Pengadaan menilai persyaratan teknis minimal
yang hams dipenuhi sebagaimana tercantum di
spesifikasi;

e. Penilaian syarat teknis minimal dilakukan terhadap
Dokumen Penawaran Teknis sebagaimana terdapat pada
klausul 8.3.

f. Jika peserta tidak memenuhi persyaratan teknis, Pejabat
Pengadaan menyatakan Pengadaan Langsung gagal, dan
mengundang Pelaku Usaha lain.

11.4 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga:
Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi
teknis dan harga.
Pejabat Pengadaan bersama dengan peserta membuat
Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi.
Apabila klarifikasi dan negosiasi tidak mencapai
kesepakatan, Pejabat Pengadaan menyatakan Pengadaan
Langsung gagal, dan dilakukan Pengadaan Langsung
ulang mengundang Pelaku Usaha lain.

a.

b.

c.

12.1

12.2

Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan
Langsimg.
Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung hams memuat hal-
hal sebagai berikut:
a. tanggal dibuatnya Berita Acara
b. Nama dan alamat peserta;
c. harga penawaran dan harga hasil negosiasi;
d. unsur-imsur yang dievaluasi (apabila ada);dan
e. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu (apabila

ada)

G. PENERBITAN SPPBJ DAN PENANDATANGANAN SPK

13.113. Penerbitan Pejabat Pengadaan menyampaikan l
SPPBJ

aporan hasil Pengadaan
Langsung kepada PPK dengan melampirkan Berita Acara
Hasil Pengadaan Langsung.

13.2 PPK sebelum menerbitkan SPPBJ melakukan review atas

laporan hasil Pengadaan Langsung untuk memastikan:
a. bahwa proses Pengadaan Langsung sudah dilaksanakan

sesuai prosedur; dan
b. bahwa calon Penyedia merailiki kemampuan untuk



melaksanakan Kontrak.

13.3 Dalam hal PPK menyetujui hasil Pengadaan Langsung,
maka PPK menerbitkan SPPBJ.

13.4 PPK mengirimkan SPPBJ kepada calon Penyedia dan
memasuldtan data SPPBJ pada Aplikasi SPSE.

13.5 Dalam hal PPK tidak menyetujui hasil Pengadaan
Langsung, maka PPK menyampaikan penolakan kepada
Pejabat Pengadaan dengan disertai alasan dan bukti.
Selanjutnya PPK dan Pejabat Pengadaan melakukan
pembahasan bersama terkait perbedaan pendapat atas hasil
Pengadaan Langsung.

13.6 Dalam hal tidak tercapai kesepakatan, maka pengambilan
keputusan atas hasil pemilihan diserahkan kepada PA/KPA
paling lambat 6 (enam) hari keija setelah tidak tercapai
kesepakatan.

14. Penandatangan- 14.1 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep SPK yang
an SPK meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf

serta membubuhkan paraf pada setiap lembar SPK.
14.2 Banyaknya rangkap SPK dibuat sesuai kebutuhan, yaitu;

a. sekurang-kurangnya 2 (dua) SPK asli, terdiri dari:
1) SPK asli pertama imtuk PPK dibubuhi meterai pada

bagian yang ditandatangani oleh penyedia barang;
dan

2) SPK asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi
meterai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;

b. rangkap SPK lainnya tanpa dibubuhi meterai, apabila
diperliian.

14.3 Pihak yang berwenang menandatangani SPK atas nama
Penyedia adalah sebagaimana dimaksud pada klausul8.2
huruf a butir 4)



BAB ITI

LEMBAR DATA PEMILIHAN(LDP)

LEMBAR DATA PEMILIHAN

Bagian IKP

1. LINGKIJP

PEKERJAAN

No.

IKP

1.1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Isian Ketentuan

Kode RUP :

Nama paket pengadaan: Pengadaan Audit KAP

Uraian singkat paket pengadaan: Pengadaan Audit KAP

Nama Satuan Keija/Perangkat Daerah: Politeknik Ilmu
Pelayaran Semarang

Nama Pejabat Pengadaan: Pejabat Pengadaan Belanja BLU
PIP Semarang

Alamat Pejabat Pengadaan: Jl. Singosari 2A Semarang

^edsUe Satuan Keija/Kementerian/Lembaga/

Perangkat Daerah: www.pip'Semarang.ac.id

Website Aplikasi SPSE .* Ipse.dephub.go.id

2. SUMBERDANA

5. PERSYARATAN

KlIALIFIKASI

ADMINISTRASI/

LEGALITAS

PESERTA

8. DOKUMEN

PENAWARAN

DAN

KUALIFIKASl

Pekeijaan ini dibiayai dari sumber pendanaan: DIPA/DPA
PIP Semarang Tahun Anggaran 2022

5.1 .a Memiliki Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-
undangan dan bidang pekeijaan yang diadakan Peserta
Pengadaan yang berbadan usaha harus memiliki surat izin
usaha perdagangan (SIUP) Kecil dengan jasa lainnya surat
izin lain sesuai sebagaimana yang dipersyaratkan, yaitu :
Tanda Daftar Perusahaan (TOP) Persekutuan Komanditer
atau Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku;

8.2.a Masa berlaku surat penawaran: selama 30 (tiga puluh) hari
kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran

8.3.h Jangka waktu penyerahan/pengiriman barang: 45 (empat
puluh lima) hari kalender.



BAB IV

DAFTAR KUANTITAS, SPESIFIKASITEKNIS DAN/ATAU GAMBAR

NO NAMA BARANG

HARGA(Rp)

JML

■  ̂ , a ■

JAM TOTAL SAT. SATUAN; JUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung Jawab I 30 30 Orang/Jam

2 Supervisor 1 35 35 Orang/Jam

3 Ketua Tim 1 100 100 Oiang/Jam

4 Staf Audit 3 75 225 Orai^Jam

JUMLAH BIAYA LANGSUNG

PERSONIL

B BIAYA NGN PERSONIL

1
biaya peoggandaan laporan ( audit

umum)
4 4 eks

2
biaya penggandaati laporan

(Icepatuhan)
4 4 eks

JUMLAH BIAYA LANGSUNG

PERSONIL

jumlah A + B

ppn

total

10



BABV

BENTUK DOKUMEN PENAWARAN

A. BENTUK SURAT PENAWARAN

[Kop Surat]
Nomor : , 20
Lampiran

Kepada Yth.:
Pejabat Pengadaan pada PIP Semarang

di

Perihal : Penawaran Pengadaan Audit KAPr

Sehubungan dengan undangan Pengadaan Langsung nomor: tanggal
dan setelah kami pelajari dengan saksama Dokumen Pengadaan, dengan ini

kami mengajukan penawaran untuk pekegaan Pengadaan Audit KAP sebesar Rp.
(  ).

Penawaran ini sudah memperhatikan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam
Dokumen Pengadaan untuk melaksanakan pekegaan tersebut di atas.

Kami akan melaksanakan pekegaan tersebut dengan jangka waktu pelaksanaan pekegaan
selama ( ) hari kalender.

Penawaran ini berlaku selama ( ) hari kalender sejak tanggal surat
penawaran ini.

Surat Penawaran beserta lampirannya kami sampaikan sebanyak 1 (satu) rangkap dokumen
asli.

Dengan disampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan
tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

PT/CV/Firma

[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Nama Lengkap

11



B. BENTUKDOKUMEN PENAWARAN TEKNIS

No Uraian

Barang
Spesifikasi
Teknis

dan/atau

Gambar

Satuan Volume Identitas

Barang yang
ditawarkan

1. [Diisi uraian
jenis Barang]

[diisi satuan
unit Barang]

[diisi volume
unit Barang]

C. BENTUK DOKUMEN PENAWARAN HARGA

Baftar Kuantitas dan Harga

Daftar Kuantitas dan Harga diisi sesuai dengan/Ycm pekeijaan yang tercantum dalam
spesifikasi.

No Uraian Barang Satuan Volume Jumlah

Harga

TJSJDN

Jumlah (Sebelum PPN)

IHPPN(10%)

Jumlah total setelah PN

12



BAB VI

PAKTAINTEGRITAS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [nama wakil sah badan usaha]

Jabatan :

Bertindak untuk : PT/CV/Firnia/Koperasi/Kemitraan/fCemitraan
dan atas nama [pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadaan [isi nama paket] pada [w? sesuai
dengan K/L/PD] dengan ini menyatakan bahwa:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui teijadinya praktik Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;

3. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk
memberikan basil keija terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia
dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata
dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[tempat]^ __[tanggal] [bulan] 20 ftahun]

[Nama Penyedia]

[tanda tangan]^

[nama lengkap]

13



BABVn

FORMULIRISIAN KUALIFIKASI

FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama [nama badan usaha]

No. Identitas : [diisi dengan no. KTP/SIM/Paspor]

Jabatan : [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak : PT/CV/Firma/Koperasi [pilih yang sesuai dan
untuk cantimkan nama badan usaha]
dan atas nama

Alamat :

Telepon/Fax :

Email :

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. saya secara hukum bertindak untuk dan atas nama perusahaan/koperasiberdasarkan
[aha pendirian/Anggaran dasar/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan
tanggal akta pendirian/Anggaran dasar/surat kuasa\,

2. saya bukan sebagai pegawai K/L/PD [bagi pegawai K/L/PD yang sedang cuti diluar
tanggungan K/L/PD ditulis sebagai berikut: "Saya merupakan pegawai K/L/PD yang
sedang cuti diluar tanggungan K/L/PD "];

3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak
yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5. badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam, tidak dalam
pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6. data-data saya/ badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

14



A. Data Administrasi

1. Nama Badan Usaha

2. Status I  I Pusat [ I Cabang

3. Alamat Kantor Pusat

No. Telepon

No. Fax

E-Mail

4. Alamat Kantor Cabang
No. Telepon
No. Fax

E-Mail

B. Landasan Hukum Pendirian Badan Usaha

1. Akta Pendirian Perusahaan/Anggaran Dasar Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

d.Nomor Pengesahan/pendaftaran
(contoh: nomor pengesahan
Kementerian Hukum dan HAM

untuk yang berbentuk PT)

2. Perubahan Terakhir Akta Pendirian

Perusahaan /Anggaran Dasar
Koperasi

a. Nomor

b. Tanggal

c. Nama Notaris

(contoh: persetujuan/bukti laporan
dari Kementerian Hukum dan

HAM untuk yang berbentuk PT)

C. Pengurus Badan Usaha

No. Nama nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat Keterangan Domisili

Tinggal

Jabatan dalam

Badan Usaha

15



B. Izin Usaha dan Tanda Baftar Perusahaan (TBP)

1. Surat Izin Usaha No Tanseal

2. Masa berlaku izin usaha

3. Instansi pemberi izin usaha

4. Kualifikasi Usaha

5. Klasifikasi Usaha

6. No. TDP

A. Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

1. Surat Izin No Tanggal

2. Masa berlaku izin

3. Instansi pemberi izin

F. Bata Keuangan
1. Susunan Kepemilikan Sabam (untuk PT)/$u$unan Persero (untuk CV/Firma)

No. Nama

nomor Kartu Tanda

Penduduk (KTP)/
Paspor/Surat

Keterangan Domisili
Tinggal

Alamat Persentase

2. Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak

b. Bukti laporan Pajak Tahun
terakhir

No. _tanggal

G. DataPersonaliaCTenaga ahli/teknis/terampilbadan usaha) [apabila diperlukan]

No Nama
Tgl/bln/thn

lahir

Tingkat
Pendidikan

Jabatan
dalam

pekerjaan

Pengalaman
Kerja (tahun)

Profesi/

keahlian

Tahun

Sertifikat/

Ijazah

1 2 3 4 5 6 7 8
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H. Data Fasilitas/Peralatan/Ferlengkapan^r/7a/7i23 diperlukan]

No.

Jenis
Fasilitas/Peralatan

/ Perlengkapan
Jumlah

Kapasitas
atau

output
pada saat

ini

Merk

dan

tipe

Tahun

pembuatan
Kondisi

(%)

Lokasi

Sekarang

Bukti

Status

Kepemilik
an

1 2 3 4 5 6 7 S 9

I. Data Pengalaman Perusahaan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir

No.

Nama

Paket

Pekerja
an

kelom Ringka Lokasi

Pemberi
Pekerjaan

Kontrak
Status

Penyedi
a dalam

pelaksa

Tanggal Selesai
Pekerjaan

Berdasarkan

pok
(grup
)

san

Lingku

P .
Pekerja
an

Nama
Alamat/

Telepon

No/

Tanggal
Nilai

naan

Pekejja
an

Kontrak

BA

Serah

Terima

CD (2) (3) (4) (S) (6) (7) (8) (9) (10) (ID (12)

I

2

dst

J. Data Peketjaan yang sedang dilaksanakan

No.

Nama

Paket

Pekerjaa
n

Ringkasa
n

Lingkup
Pekerjaa

n

Lokasi

Pemberi Pekeijaan Status

Penyedia
dalam

pelaksana
an

Pekerjaan

Kontrak Progres Terakhir

Nama
Alamat/

Telepon
No/

Tanggal
Nilai

Kontra

k

(Renca
na) (%)

Prestasi

Keria

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Demikian Formulir Isian Kualifikasi ini saya buat dengan sebenamya dan penuh rasa
tanggung jawab. Jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan
tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia
dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi Daftar Hitam, gugatan secara perdata,
dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Jtempat]^ ftanssalj [bulan] 20 [tahun]

PT/CV/Firma/Kopemsi
[pilihyang sesuai dan cantumkan nama]

[rekatkan meterai Rp 6.000,-
tanda tangan]

(nama lenekao wakil sah badan usahd)

[jabatan dalam badan usaha]
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BABVm

BENTUK SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

[hop swat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen]

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA:

NOMOR DAN TANGGAL SPK

Nama PPK:

Nama Penyedia:

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

PAKET PENGADAAN

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG:

SUMBER DANA: [sebagai contoh, canttimkan "dibebankan atas DIPA Tahun
Anggaran untuk mata Anggaran kegiatan

Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_
(  nipiah).

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: C J hari kalender

Untuk dan atas nama

Pejabat Pembuat Komitmen

[tanda tangan dan cap (jika salinan
ash ini untuk Penyedia maka rekatkan

materaiRp 6.000,-)]

fnama lenekap]
fjabatan]

Untuk dan atas nama Penyedia

[tanda tangan dan cap (jika salinan asli ini untuk
proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen
maka rekatkan materai Rp 6.000, -)]

fnama lenskap]

[fabatan]

SYARATUMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban imtuk menyelesaikan pekeijaan dalam jangka waktu yang
ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.
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2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. HARGA SPK

a. Jenis Kontrak yang digunakan adalah Kontrak Lumsum.
b. PPK membayar kepada penyedia sebesar harga SPK.
c. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta

biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).
d. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan

harga.

4. HAK KEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disechakan oleh PPK tetap pada
PPK, dan semua peralatan tersebut harus dikerabalikan kepada PPK pada saat SPK
berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus
dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan
pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

5. CACAT MUTU

PPK akan memeriksa setiap hasil pekeijaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis
penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PPK dapat memerintahkan penyedia
untuk menguji pekeijaan yang dianggap oleh PPK mengandung cacat mutu. Penyedia
bertanggung jawab atas cacat mutu selama masa garansi.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh
pekeijaan. Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama
penyedia, baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat laitmya.

8. JABWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Pengiriman.

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam Surat
Perintah Pengiriman.

c. Penyedia harus menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena keadaan

diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK,
maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan
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adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Pengiriman sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeija untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala risiko
terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat
diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga

SPK.

10. PENANGGXJNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas
PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban,
kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum,
dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang
mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK)
sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak tanggal
mulai kerja sampai dengan tanggal penandatanganan beiita acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyediadan Personel;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personel; dan/atau
3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cidera tubuh, sakit atau kematian pihak

lain.

b. Terhitung sejak tanggal mulai keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan
inimerupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan
oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak raembatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekeijaan sejak tanggal mulai keija
sampaibatas akhir garansi,harus diperbaiki,diganti atau dilengkapi oleh penyedia atas
tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut teijadi akibat tindakan
atau kelalaian penyedia.

11. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan
yang dilaksanakan oleh penyedia.PPK dapat memerintahkan kepada pihak lain untuk
melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekeijaan yang
dilaksanakan oleh penyedia.

12. PENGUJIAN

Jika PPK atau Pengawas Pekeijaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian
Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji
coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung
biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut
dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.
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13. LAPORANHASILPEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak terhadap kemajuan
pekeijaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeijaan. Hasil
pemeriksaan pekeijaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeijaan.

b. Untuk merekam pelaksanaan pekeijaan, PPK dapat menugaskan Pengawas Pekeijaan
dan/atau tim teknis membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekeijaan di lokasi
pekeijaan.

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeijaan pada tanggal mulai keija, dan melaksanakan pekeijaan sesuai
dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeijaan selambat-lambatnya pada
tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam surat perintah pengiriman.

b. Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian disebabkan karena kesalahan
atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan.

c. Jika keterlambatan tersebut disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK
memberikan tambahan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

d. Tanggal penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian
semua pekeijaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeijaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeijaan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeijaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeijaan dapat dibantu oleh pengawas
pekerjaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.

e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK dan penyedia
hams menyerahkan Sertifikat Garansi.

16. JAMEVAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar, Barang tidak mengandung
cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu
akibat desain, bahan, dan cara keija.

b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku selama masa garansi berlaku.
c. PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah

ditemukan cacat mutu tersebut selama masa garansi berla^.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk
memperbaiki, mengganti, dan/atau melengkapi Barang dalam jangka waktu sesuai
dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat Garansi.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki, mengganti, atau melengkapi Barang akibat cacat
mutu dalam jangka waktu sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Sertifikat
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Garaiisi,PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara
langsimg atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan
tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian
tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK.

f. Selain kewajiban penggantian biaya, Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu
dikenakan Sanksi Daftar Hitam.

17. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubahjadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantuPejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

18. PERISTIWAKOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberilmn gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal

yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan

yang setelah dilaksanalin pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti
mgi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata
akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK,
dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu aldbat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

19. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas

23



Pekerjaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekerjaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian harus dilalcukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian
terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

20. PENGHENTIANDANPEMUTUSANSPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeqaan yang telah dicapai.
c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Un^ng-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses

Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang benvenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelAnggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang benvenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya ̂ lam jangka waktu yang telah ditetapkai^

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeqaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kineija setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3

(tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu

yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeqaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia;
1) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan/atau
3) penyediadikenakan Sanksi Daftar Hitam.

f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelAnggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

21. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeqaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeqaan;
2) pembayaran dilakukan dengan [sistem termin/pembayaran secara sekaligus];
3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), dan pajak;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeqaan selesai 100% (seratus persen)
dan Berita Acara Serah Terimaditandatangani.
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c. PPK dalam kumn waktu 7 (tujuh) hari keqa setelah pengajuan permintaan pembayarati
dari penyedia harus sudah mengajukan surat pennintaan pembayaran kepada Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi
perselisihan.

22. DENDA

a. Jikapekeqaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK (tidak
termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan penyedia.
Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

23. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara
damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubimgan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak dapat
diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui Layanan
Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

24. LARANGANPEMBERIANKOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan kerja PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung
dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelAnggaran syarat ini merupakan peLAnggaran
yang mendasar terhadap SPK ini.
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BAB IX

BENTUK DOKUMEN LAIN

A. BENTUKSURATPENUNJUKANPENYEDIABARANG/JASA

[hop suratK/L/PD]

Nomor : [tempat], _[tanggal] [bulan] [tahun]
Lampiran:

Kepada Yth.

di

Perihal: Penimjukan Penyedia Barang untuk Pelaksanaan Paket Pengadaan

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara nomor tanggal
tentang dengan basil negosiasi harga sebesar Rp

(  ) kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara
diharuskan menandatangani SPK paling lambat 14 (empat belas) hari keija setelah
diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun
berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan
dalam Peraturan PresidenNo. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa.

Satuan Keija

Pejabat Penandatangan Kontrak

[tanda tangan]

fnama lemkapl

[jabatan]

NIP:

Tembusan Yth.:

1 . [PA/KPA K/L/PD]
2 . [APIPK/UPD]
3 . [Pejabat Pengadaan]

dst
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B. BENTUKSURATPEREVTAHPENGIRIMAN

[kop surat K/L/PD]

SURATPERINTAH PENGIRIMAN (SPP)

Nomor:

Paket Pekeijaan:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

[nama Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jjabatan Pejabat Penandatangan Kontrak]
Jalamat satuan kerja Pejabat Penandatangan Kontrak]

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan Kontrak;

tanggalberdasarkan SPK nomor

memerintahkan:

, bersama ini

Jnama Penyedia Barang]
Jalamat Penyedia Barang]

yang dalam hal ini diwakili oleh:
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No Jenis Barang Satuan Kuantitas Harga Total
Ukuran Satuan Haraa'

2. Tanggal barang diterima:

3. Svarat-svarat pekeriaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penvelesaian: selama ( ) hari kalender dan pekeijaan hams
sudah selesai pada tanggal

5. Alamat pengiriman barang :

'  Semuajenis harga yang tercantum dalam DaftarKuantitas danHarga adalah harga sebelum PPN (Pajak
Pertambahan Nilai).
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6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekeijaan Penyedia Jasa akan
dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permit) dari Nilai SPK (tidak
termasuk PPN).

[tempat]^ __[tanggal] [bulan] [tahun]

Untuk dan atas nama

Penandatangan Kontrak

[tanda tanganj

fnama lenskapl

[jabatan]

NIP:

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama [nama Penyedia]

[tanda tanganj

fnama lengkapl

[jabatan]
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BABX

PENUTUP

1. Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Langsung ini sebagai
pedoman dalam pelaksanaan pekeijaan Pengadaan Audit KAP;

2. Semua pengeluaran biaya sebagai akibat ketetapan ini dibebankan kepada Anggaian
Belanja pada DffA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-
022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.

3. Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhimya tugas
Pejabat Pengadaan, dengan ketentuan apabila dikemudian ban temyata terdapat
kekeliruan dalam penetapan ini, akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Semarang, 27 Januari 2022

Pejabat Pengadaan Belanja BLU pada
Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

WAHYUPRASETYA A. S.SiT.. M.T.

Pembina, (IV/a)
NIP. 19760526 200502 2 001

29



KERANGKA ACUAN KERJA

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI

PA/KPA ; Capt. DIAN WAHDIANA, M.M

UNIT KERJA : POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

PPK :MARKHABANSAPTAHADI,ST

PENGADAAN AUDIT KAP TAHUN 2022

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TAHUN ANGGARAN 2022



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PENGADAAN AUDIT KAP

TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATARBELAKANG

1. DasarHukum

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentenag Perbendaharaan Negara;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Keuangan Negara;
c. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan

Layanan Umum;

d. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

e. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 5I0/KMK.05/2009 tentang
Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada Departemen
Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan
pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

f. Peraturan Menteri Keuangan No. 44 Tahun 2009 tentang Rencana
Bisnis Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran;

g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Keija dan Anggaran

Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran.

2. Gambaran Umum

Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang merupakan salah satu instansi

pelayanan pendidikan di bidang pelayaran, yang berada di bawah

Kementerian Perhubungan. PIP Semarang mempunyai tugas

menyelenggarakan program pendidikan vokasi di bidang pelayaran dan
secara internal PIP Semarang saat ini sedang menjalankan komitmen dan

tanggung jawabnya sebagai penyedia, pengembang, dan pemerata

pendidikan ilmu pelayaran dalam rangka meningkatkan pelayanan publik

pada bidang pendidikan ilmu pelayaran. Selain menyelenggarakan

program pendidikan dan pelatihan transportasi, PIP Semarang juga

menyelenggarakan jasa layanan diklat ketrampilan dan keahlian pelaut.

Sebagai salah satu Badan Layanan umum, PIP Semarang mempunyai visi
"Menjadi Perguruan Tinggi Pelayaran Niaga yang Profesional, Mandiri

dan Berwawasan Global". Salah satu misinya adalah melaksanakan tata

kelola yang transparan, akuntabel, dan mandiri dengan meningkatkan

kemampuan seluruh sumber daya manusia secara terus menerus. Oleh



sebab itu, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 pasal

26 dan pasal 27 bahwa instansi BLU mempunyai kewajiban untuk

membuat laporan keuangan BLU dan laporan pertanggungjawaban

keuangan BLU diaudit oleh pemeriksa ekstem sesuai ketentuan

perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka laporan
keuangan BLU PIP Semarang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

yang terdaftar di BPK.

3. Tujuan

KAK ini dibuat sebagai pedoman atas pelaksanaan audit laporan keuangan

tahun 2021 PIP Semarang yang berisikan: masukan, kriteria, serta proses

pengeqaan audit laporan keuangan yang dipersyaratkan dan dipakai

sebagai acuan dalam menjalankan tugas pekeijaan audit laporan keuangan

BLU PIP Semarang.

4. Kriteria Pemilihan

Pelaksanaan kegiatan ini harus memenuhi kriteria persyaratan sebagai

berikut:

a. Memiliki izin Kantor Akuntan Publik sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 17/PMKO1/2008

b. Kantor Akuntan Publik terdaftar di BPK sebagai KAP yang ditunjuk

untuk audit laporan keuangan isntansi pemerintah

c. Memiliki izin akuntan

d. Memiliki reputasi yang baik

e. Memiliki pengalaman audit yang cukup
f. Mampu menjalankan pekeijaan audit sesuai schedule yang telah

ditetapkan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik)

5. RuangLingkup Pekeijaan

a. Menyiapkan prosedur audit dan evaluasi secara keseluruhan meliputi

metode, mekanisme, dan schedule audit

b. Melaksanakan pekeijaan audit yang mencerminkan kepatuhan atas

implementasi sesuai standar yang ditetapkan

6. Kualifikasi Tenaga Ahli

a. Partner/Audit yang terdaftar di BPK 1 orang

b. Auditor senior 1 orang

c. Supervisor 1 orang

d. Auditor 3 orang

7. Output Pekeijaan Audit

a. Laporan Audit Umum

b. Laporan Kepatuhan

B. Penerima Manfaat

Stakeholder



C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pekeijaan : Pengadaan Langsung

2. Tahapan Kegiatan ; Sesuai dengan Perpres No. 16 Tahun 2018

Tentang Pengadaan Barang dan Jasa

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini dilaksanakan dalam waktu bulan 1,5 (satu setengah bulan) tahun

2022, dan harus selesai di bulan Maret 2022

Tabel 1.

Jadwai Rencana Kegiatan Audit 2022

No Akti vitas Tahun 2022

Mhggukel Mnggu ke 2 Mng9uke3 Mngguke4 Mnggu ke 5 Mngguke6

1 Perencanaan

2 Kick of
Meeting

3 Pengujian

4 Closing
Meeting

5 Penyelesaian

6 Pelaporan

E. Biaya

Sumber biaya audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) adalah DIPA BLU

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang tahun 2022 sebesar Rp 80.000.000,-

(Delapan Puluh Juta Rupiah)

Semarang, Januari2021

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG

MARKHABAN SAPTA HADL ST

Penata Muda, (Ill/a)

NIP.19840327 201012 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BAOAN LAYANAN UMUM

POLITEKNIK ILMU RELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A TELP (62)024^311527 FAX (62)024-8311529

SEMARANG (62)024-8311520 Email 1 nfo^pip-samarang .ac. kl
KODE POS 50242 Home Page www.DtD-semaranq.ac.KJ

HARGA PERKIRAAN SENDIRI

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO NAMA BARANG

JUMLAH HARGA (Rp) ■

TOTAL SAT. SATUAN JUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung jawab 30 Orang/jam Rp 500.000 Rp 15.000.000

2 Supervisor 35 Orang/jam Rp 200.000 Rp 7.000.000

3 Ketua Tim ICQ Orang/Jam Rp 125.000 Rp 12.500.000

4 Staf Audit 225 Orang/jam Rp 70.000 Rp 15.750.000

lUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL Rp 50.250.000

B BIAYA NGN PERSONIL

1
biaya penggandaan laporan (audit
umumi

4 eks Rp 200.000 Rp 800.000

2
biaya penggandaan laporan
fkepatuhanl

4 eks Rp 200.000 Rp 800.000

lUMLAH BIAYA LANGSUNG PERSONIL Rp 1.600.000

Jumlah A + B Rp 51.850.000

ppn Rp 5.185.000

total Rp 57.035.000

Terbilang: Lima puluh tujuh juta Uga puluh lima ribu rupiah

Semarang, 27 Januari 2022

Pejabat Pengadaan Barang / Jasa

PIP Semarang

MARKHABAN SAPTA HADI. ST

Penata Muda, Ill/a

NIP. 19840327 201012 1 003



JADWAL PROSES

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHIJN 2022

NO KEGIATAN 27-Jan-22 28-Jan-22 29-Jan-22 30-Jan-22 31-Jan-22 Ol-Feb-22 02-Fcb-22

1 Dokumen Pengadaan Langsung

2 Undangan kepada Pcserta Terpilih V,
^

3 Pemasukan Dokumen Penawaran

4 Pembukaan Dokumen Penawaran

5 Evaluasi Penawaran

6 Kiarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

7 Pembuatan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung

8 Rapat Pra P^unjukan 1
9 Penandatanganan Kontrak / SPK 1

KETERANGAN

□ HARJKERJA
im PROSES PELELANGAN
mmm harilibur

SEMARANG, 27 JANL'ARI 2022
PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA BELANJA BLl!

WAHVL PRASETYA ANGGRAHINI. S.SiT.. M.T

Pembina, IV/a
NIP. 19760526 200502 2 001



RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari BLU dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

4. Nama Penyedia / Perusahaan

5. NPWP / Alamat Perusahaan

6. Nilai/Harga Pekegaan

7. Uraian / Volume Pekegaan

8. Cara Pembayaran

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekegaan

10. Tanggal Penyelesaian Pekegaan

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

12. Ketentuan Sanksi/Denda

SPDIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021

022.12.WA.4627.EBD.955.51.J.525113

PL.102/26/1/PIP.SMG-2022 Tanggal 4Februari2022

PL DARSONO & BUDICAHYO SANTOSO

02.798.723.9-508.000 / Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec.
Semarang Selatan, Semarang, JawaTengah

Rp 55.000.000,- (Limapuluh limaJuta rupiah)

Pengadaan Audit KAP

Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah Cabang Utama atas nama Dr. Darsono, MBA, Akt

dengan Nomor Rekening : 1.034.13188-1

45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Februari -

18Maret2022

18Maret2022

Apabila tegadi keterlambatan penyelesaian pekegaan akibat dari

kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

keterlambatan l%o (satu perseribu) per hari dari Harga Pekegaan.

Catatan

Apabila teijadi addendum kontrak maka

data kontrak agar disesuaikan dengan

perubahannya.

Semarang, 2 Februari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BLU

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

H
MARKHABAN SAP!AHADL ST

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19840327 2010121 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Nomor SPMI

Tanggal
Satker

0174

8 Apnl 2022

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA INTERN

Dari

Tanggal

Nomor

Tahun Anggaran

BENDAHARA PENERIMAAN PIP

SEMARANG

8 April 2022

0174Q/022/B

2022 ^

Klasifikasi

Belanja
022.12.WA .4627 . EBD.(g55.051.J).525113 - Belanja Jasa

Bank/Pos

Hendaklah mencairkan dari BANK BRI a.n RPL 134 PIP Semarang untuk Operasional Pengeluaran BLU Nomor
0435.01.000442.30.6 sesuai dengan

Cara Bayar : Liang Sebesar : Rp 53.900.000,-

Llma Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus RIbu Rupiah

Kepada KAP DARSONO DAN BUDI CAHYONO SANTOSO

NPWP

Rekening

Bank/Pos

Uraian

02.798.723.9-508.000

1034131881

BANK. PEMBANGUNAN

Belanja Jasa untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Audit K^ sesuai SPK nomor: PL.
102/24/7/PIP.SMG-2022 Tanggal 02 Februari 2022 (55.000.000)(KW 1251).

BENDAHARA PENGELUARAN BLU

DAYANGTIOCVANA. SE

Penata, lll/c

NIP. 19861003 200912 2 006

Semarang, 8 April 2022

DIREKTUR POLITEKNIK ILMU PELAYARAN

SEMARANG

Selaku

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

dif
Caot. DIANWAHDIANA.M.M

Pemblna Tk. I (IV/b)
NIP. 19700711 199803 1 003



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SURAT PERINTAH MEMBAYAR INTERN

Tanggal : 8 April 2022 Nomor : 0174

Agar melakukan pembayaran sejumlah : Rp 53.900.000

Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus RIbu Ruplah

Cara Bayar : Tahun Anggaran 2022

Dasar Pembayaran Satker Kwn Nama Satker

(ODDIPA No.
DIPA-022.12.1.414330/2022

414330 KP POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

Fungsi, Sub Fungsl, BA , Unit Es I, Program
10 6 022 12 022.12.WA
Kegiatan, Output, LOK, Sub Kelompok Akun
4627 . EBD.(955.051 .J).525113
Jenis Pembayaran
Sifat Pembayaran
Sumber Dana / Cara Penaiikan

1  Pengeluaran Anggaran
4  Pembayaran Langsurig (LS)
04.06 PNP / BLU

PENGELUARAN POTONGAN

AKUN JUMLAH UANG BA/UNIT/L0K/AKUN/SA7KER JUMLAH UANG

525113 55.000.000 PPH 23 411123 1.100.000

JUMLAH PENGELUARAN 55.000.000 JUMLAH POTONGAN 1.100.000

JUMLAH SETELAH DIPOTONG 53.900.000

Kepada

NPWP

Rekening
Bank/Pos

Uraian

KAP DARSONO DAN BUD! CAHYONO SANTOSO

02.798.723.9-508.000

1034131881

BANK. PEMBANGUNAN

Belanja Jasa untuk Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Audit KAP sesuai SPK nomor: PL.
102/24/7/PIP.SMG-2022 Tanggal 02 Februari 2022 (55.Q00.000)(KW 1251).

Semarang, 8 April 2022

a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABATPENANDA TANGAN SPM
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

QkJ
Cap^MUSTAMlN. M.Pd..M.Mar

Pembina IV/a

NIP. 19681227 199903 1 001



Lampiran 2 :
SPTB untuk SPMi Nomor : 0174

1. Kode Satuan Kerja

2. Nama Satuan Ketja

3. Tanggal dan Nomor DlPA

4. Klasifikasi >^ggaran

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

NOMOR: ^ /PIP-Smg-2022

414330

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

23/11/2021 NOMOR; DIPA-022.12.1.414330/2022

022.12.WA4627 EBD.(955.51 .J).525113

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna anggaran Satuan Ketja Pollteknik llmu Pelayaran (PIP) Semarang
menyatakan bahwa saya bertanggung jawab secara formal dan material dan kebenaran peitiitungan pemungutan pajak atas segala
pembayaran taglhan yang telah kami perintahkan dalam SPMt ini dengan perincian sebagal berikut i

NO AKUN PENERIMA URAIAN JUMLAH

PAJAK YANG DIPUNGGUT

PPH 23

1 022,12.WA4627.EBD(9
65.051.J).525113

KAP DARSONO DAN

BUDI CAHYONO

SANTOSO

Pembayaran Pekeijaan Pengadaan Audit
KAP sesuai SPK nomor; PL.

102/24/7/PIP.SMG-2022 Tanggal 02
Februari 2022 /KW12511

55.000.000 1.100.000

JUMLAH KESELURUHAN
{ -

5S.OQO.OQO 1.100.000

Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asll setoran pajak (SSP/BPN) tersebut di atas dislmpan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pemyataan ini dibuat dengan sebenamya.

Semarang, 06 April 2022

a.n KUASA PENGGUNA ANGGARAN

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BLU

POITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAPtAHADI. S.T

Penata Muda Ill/a

NIP. 19840327 2010121 003



MEKANISME BELANJA

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

TANGGAL: 17/03/2022 Sumber DIPA: BLU NOMOR 1251

PERUSAHAAN atau PENYEDIA

BARANG/JASA :
KAP DARSONO DAN BUDI CAHYONO SANTOSO

PERIHAL

022.12.WA Dukungan Manajemen

4627 Pengefolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum SDM Transportasl

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal

955 Layanan Manajemen Keuangan

051 Layanan Keuangan dan Perbendaharaan

J  Rewew dan Evaluasi Tarif BLU

525113 BelanjaJasa

Keterangan : Pembayaran Peketjaan Pengadaan Audit KAP sesuai SPK nomor: PL. 102/24/7/PIP.SMG-2022 Tanggal 02
Februari 2022

Terbllang : # Kma puluh lima juta ruplah # Rp. 55.000.000,00

KODE URAIAN SALDO (Rp.) 3UMLAH (Rp.) SISA (Rp.)

022.12.WA.4627.EBD.9

55.051.J.525113.1
BIAYA AUDIT (KAP) 55.000.000,00 55.000.000,00

PROSES PERSETUJUAN BELANJA

1.

2.

3.

4.

5.

Pejabat Pengadaan

Kelengkapan Dokumen

PPK

Pengajuan Pembayaran

Pcgabat/Panitia Penerima

Pemerlksaan Administrasi

KPA

Setuju Pembayaran

PPSPM

Pengajuan Pembayaran ke KPPN

Pengajuan Pembayaran ke Bendahara

Tanggal Paraf

TT

jr
JLJsL

Catatan:

00 0

KELENGKAPAN DOKUMEN

KWITANSI □ SPK □
RINCIAN KWITANSI □ BA PEMERIKSAAN □
BUKTI SERAH TERIMA □ BA SERAH TERIMA □
SURAT PENUNJUKAN □ BA PEMBAYARAN □
NOTA PESAN □ FAKTUR PAJAK □

Referensi Surat: Nomor SPM :

- Telah dl dokumentasikan di ULP dengan Nomor



KANTORAKUNTAN PUBLIK

DARSONO & BUOI CAHYO SANTOSO
r ̂ Q a-rnd

NO. KEP ■ 053/KM.17/1999; Nomor Izin Usaha : 99.2.0282

Ji. Mugas Dalam No. 65 Teip. (024) 8417S30 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

KAP DARSONO & BUD! CAHYO SANTOSO

Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan,
Semarang, Jawa Tengah
NPWP 02.798.723.9-508.000

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama
a/n PL DARSONO & BUD! CAHYO SANTOSO dengan
Nomor Rekening :1.034.13188-1

KUITANSINO:

KUITANSI

SUDAH TERIMA DARI : Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

UANGSEBESAR : Lima puluh lima juta rupiah

UNTUK PEMBAVARAN : Pekerjaan Pengadaan Audit KAP sesuai [SPK] Nomor : PL.102 / 24

/ 7 / PlP.SMG-2022 Tanggal 2 Februari 2022.

JUMLAHRp. 55.000.000,-

MENCETAUI'I

XTTadi.stmarkhaban sa
Mut >

Semarang. Maret 2022
KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Prnala

Hir. IM40J27

(Ill/a)
01012 \ 9«3

PEL

26C0AJX6 95

Blini CAHYO S. SR. Akt. CA. CPA

Partner



KANTORAKUNTAN PUBLIK

DARSONO & BUni CAHYO SANTOSO

NO. KEP-OSS/KM,17/1999. Nomor izin Usaha : 99.2.0282

Ji. Mugas Dalam No. 65Telp. (024) 8417S30 Fax. (024) 8418124 Semarang 50243

LAMPIRAN KUITANSI

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NO NAMA BARANG

HARGA (Rp)

JML JAM SATUAN JUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung Jawab 28 Orang/jam Rp 500.000 Rp 14.000.000

2 Supervisor 34 Orang/jam Rp 200.000 Rp 6.800.000

1 Ketua Tim 96 Orang/jam Rp 125.000 Rp 12.000.000

) Staf Audit 225 Orang/jam Rp 70.000 Rp 15.750.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 48.550.000

B BIAYA NGN PERSONIL

1
biaya penggandaan laporan (
audit umum]

4 eks Rp 181.250 Rp 725.000

2
biaya penggandaan laporan
fkepatuhan)

4 eks Rp 181.250 Rp 725.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 1.450.000

jumlahA + B Rp 50.000.000

ppn Rp 5.000.000

total Rp 55.000.000

srbilang: Lima puluh lima juta rupiah
1

Semarang, Maret 2022
KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

BUm CAHYO S. SR. Akt. CA. CPA

Partner

L



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

BADAN PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN
BADAN LAYANAN UMUM

POLiTEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
JALAN SINGOSARI 2A

SEMARANG

KODE PCS 50242

TELP. <62)024-8311527
(62)024-8311528

FAX ; (62)024-8311529
Email ; info@pip-semarang.ac.id
Home Page: www.pio-sefnarana.ac.iJ

SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 2 Februari 2022

Nama PPK MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Nama Penyedia KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

PAKET PENGADAAN;

PENGADAAN AUDIT KAP

NOMOR DAN TANGGAL SURAT UNDANGAN

PENGADAAN LANGSUNG:

Nomor : PL.102 / 20 / 10 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 27 Januari 2022

NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA HASIL

PENGADAAN LANGSUNG :

Nomor : PL.102 / 22 / 17 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 31 Januari 2022

SUMBER DANA: DIPA BLU PIP Semarang Tahun Anggaran 2022 untuk mata anggaran
kegialan: 022.12.WA.4627.EBD.955.51 .J.525113

WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak
tanggal 2 Febmari - 18 Maret 2022

JENIS KONTRAK: Lumsura.

Nilai Kontrak adalah sebesar Rp 55.000.0(X),- (Lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian
sebagai berikut:

NO URAIAN VOLUME

HARGA

HARGA SATUAN lUMLAH

A BIAYA LANGSUNG PERSONIL

1 Penanggung Jawab 30
Orang/
lam

Rp 500.000 Rp 14.000.000

2 Supervisor 35
Orang/
jam

Rp 200.000 Rp 6.800.000

3 Ketua Tim 100
Orang/
jam

Rp 125.000 Rp 12.000.000

4 Staf Audit 225
Orang/
lam

Rp 70.000 Rp 15.750.000

JUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 48.550.000

B BIAYA NON PERSONIL

1
biaya penggandaan laporan (
audit umum)

4 eks Rp 181.250 Rp 725.000

2
biaya penggandaan laporan
fkepatuhan)

4 eks Rp 181.250 Rp 725.000



SURAT PERINTAH KERJA

(SPK)

SATUAN KERJA :

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG

NOMOR DAN TANGGAL SPK:

Nomor : PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022

Tanggal : 2 Februari 2022

lUMLAH BIAYA LANGSUNG
PERSONIL

Rp 1.450.000

TOTAL Rp 50.000.000

PPN Rp 5.000.000

JUMLAH Rp 55.000.000

Terbilang: Lima puluh lima juta rupiah

INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA:

PIHAK ICEDUA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan penindangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume,
ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
Dalam hal pengajuan permintaan pembayaran, PIHAK KEDUA diwajibkan mengajukan
permohonan pembayaran kcpada PIHAK PERTAMA dengan dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
Pembayaran dilakukan sekaligus setelah pekerjaan selesai 100 % melalui Kantor
Pelayanan dan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang dibayarkan dan atau disetor
melalui PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Utama atas nama Dr.
Darsono, MBA, Akt. dengan Nomor Rekening : 1.034.13188-1
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas tidak dapat dipenuhi maka Pihak Kedua
dikenakan denda sebesar l%o ( satu per seribu ) dari harga kontrak untuk setiap hari
kelambatan dan untuk kelalaian dalam memenuhi spektek dikenakan denda berupa
pengganlian barang ataupun volume yang kurang memenuhi spektek tersebut.
Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan dengan cara
musyawarah dan atau oleh Panitia Pendamai dan apabila keputusan tidak dapat diterima
oleh salah satu pihak, akan diteruskan melalui Pengadilan Negeri.

a.

b.

c.

d.

e.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komitmen BLU

MARKHABAN SAPTA HADI. ST

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19840327 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia
KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO

fk
3 •4t^ RAI

PEL

F154AJ 081

BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner



SYARATUMUM

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

1. LINGKUP PEKERJAAN

a. PENYEDIA wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan
dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan bertanggungjawab
atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau
volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan.
b. PENYEDIA yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam
jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang
tercantum dalam SPK.

2. HUKUM YANG BERLAKU

Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik
Indonesia.

3. PENYEDIA JASA KONSULTANSIMANDIRI

Penyedia berdasarkan SPK ini bertanggungjawab penuh terhadap personel serta
pekeijaan yang dilakukan

4. BIAYA SPK

a. Biaya SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead
serta biaya asuransi (apabila dipersyaratkan).

b. Rincian biaya SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam rekapitulasi
penawaran biaya.

5. HAKKEPEMILIKAN

a. PPK berhak atas kepemilikan semua Konstruksi/bahan yang terkait langsung atau
disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PPK. Jika
diminta oleh PPK maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal
pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PPK sesuai dengan hukum yang berlaku.

b. Hak kepemilikan atas peralatan dan Konstruksi/bahan yang disediakan oleh PPK tetap
pada PPK, dan semua peralatan tersebut hams dikembalikan kepada PPK pada saat
SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut
hams dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia
dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

6. PERPAJAKAN

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

7. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK

Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau selumh
pekeijaan, kecuali kepada penyedia spesialis untuk bagian pekerjaan tertentu.
Pengalihan seluruh pekeijaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia,
baik sebagai akibat peleburan {merger) atau akibat lainnya.



8. JADWAL

a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada
tanggal yang ditetapkan dalam Surat Perintah Mulai Keija (SPMK).

b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai keija yang tercantum dalam
Surat Perintah Mulai Keija.

c. Penyedia hams menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal yang ditentukan.
d. Apabila penyedia tidak dapat menyelesaikan pekeijaan sesuai jadwal karena

keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut
kepada PPK, maka PPKdapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas
penyedia dengan adendum SPK.

9. ASURANSI

a. Apabila dipersyaratkan, penyedia wajib menyediakan asuransi sejak Surat Perintah
Mulai Keija sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:
1) semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi teijadinya kecelakaan,

pelaksanaan pekeijaan, serta pekeqa untuk pelaksanaan pekeijaan, atas segala
risiko terhadap kecelakaan, kemsakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak
dapat diduga;

2) pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat keijanya; dan
b. Besamya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam

harga SPK.

10. PENUGASANPERSONEL

Penyedia tidak diperbolehkan menugaskan personel selain personel yang telah
disetujui oleh PPK untuk melaksanakan pekeijaan berdasarkan SPK ini.

11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa
batas PPK heserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab,
kewajiban, kehilangan, kemgian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses
pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK heserta instansinya
(kecuali kemgian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau
kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut
terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita
acara penyerahan akhir:
1) kehilangan atau kemsakan peralatan dan harta benda penyediadan Personil;
2) cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3) kehilangan atau kemsakan haita benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian

pihak ketiga;
b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Keija sampai dengan tanggal penandatanganan berita

acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kemsakan Basil Pekeijaan ini,
Bahan dan Perlengkapan mempakan risiko penyedia, kecuali kemgian atau kemsakan
tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban
penanggungan dalam syarat ini.

12. PENGAWASAK DAN PEMERIKSAAN

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan
pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat



memerintahkan kepada pihak ketiga imtuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekeqaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

13. LAPORANHASILPEKERJAAN

a. Pemeriksaan pekeqaan dilakukan selama pelaksanaan SPK terhadap kemajuan
pekerjaan dalam rangka pengawasan kualitas dan waktu pelaksanaan pekeqaan. Hasil
pemeriksaan pekeqaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekeqaan.

b. Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekeqaan, seluruh
aktivitas kegiatan pekeq'aan di lokasi pekerjaan dicatat dalam buku harian sebagai
bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekeqaan harian.

c. Laporan harian berisi:
1) penempatan tenaga keqa untuk tiap macam tugasnya;
2) jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
3) jenis dan kuantitas pekeqaan yang dilaksanakan;
4) keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang

berpengaruh terhadap kelancaran pekeq'aan; dan
5) catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan.

d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan
disetujui oleh wakil PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeq'aan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu
ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan
fisik pekeqaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

g. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto dokumentasi
pelaksanaan pekeqaan di lokasi pekeqaaa

14. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai
pelaksanaan pekeqaan pada Tanggal Mulai Keqa, dan melaksanakan pekeqaan
sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekeqaan selambat-lambatnya
pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SPMK.

b. Jika pekeqaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar
atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka
penyedia dikenakan denda.

c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi
maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak
dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal
penyelesaian semua pekeqaan.

15. SERAHTERIMA PEKERJAAN

a. Setelah pekeqaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan
secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekeq'aan.

b. Sebelum dilakukan serah terima, PPK melakukan pemeriksaan terhadap hasil
pekeqaan.

c. PPK dalam melakukan pemeriksaan hasil pekeqaan dapat dibantu oleh pengawas
pekeqaan dan/atau tim teknis.

d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekeqaan, penyedia
wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah PPK.



e. PPK menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekeijaan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan SPK.

f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK setelah
pekeijaan selesai.

16. PERUBAHANSPK

a. SPK hanya dapat diubah melalui adendum SPK.
b. PerubahanSPK dapat dilaksanakan dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi

lapangan pada saat pelaksanaan dengan SPK dan disetujui oleh para pihak, meliputi:
1) menambah atau mengurangi voliune yang tercantum dalam SPK;
2) menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan;
3) mengubah spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
4) mengubah jadwal pelaksanaan pekeijaan.

c. Untuk kepentingan perubahan SPK, PPK dapat dibantu Pejabat Peneliti Pelaksanaan
Kontrak.

17. PERISTIWA KOMPENSASI

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:
1) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekeijaan;
2) keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai

jadwal yang dibutuhkan;
4) penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal;
5) PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian

tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian temyata tidak ditemukan
kerusakan/kegagalan/penyimpangan;

6) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekeijaan;
7) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga

sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
8) ketentuan lain dalam SPK.

b. Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau
keterlambatan penyelesaian pekeijaan maka PPK berkewajiban untuk membayar
ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekeqaan.

c. Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan
kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian
nyata akibat Peristiwa Kompensasi.

d. Perpanjangan waktu penyelesaian pekeijaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan
data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada
PPK, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.

e. Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian
pekeijaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam
mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

18. PERPANJANGAN WAKTU

a. Jika teijadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekeijaan akan melampaui
tanggal penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan tanggal
penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan
Pengawas Pekeijaan memperpanjang tanggal penyelesaian pekeijaan secara tertulis.
Perpanjangan tanggal penyelesaian hams dilakukan melalui adendum SPK.

b. PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan
penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.



19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK

a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena teijadi Keadaan Kahar.
b. Dalam hal SPK dihentikan, PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan

prestasi pekeijaan yang telah dicapai, termasuk:
1) biaya langsung pengadaan bahan dan perlengkapan untuk pekegaan ini. Bahan

dan perlengkapan ini hams diserahkan oleh Penyedia kepada PPK, dan
selanjutnya menjadi hak milik PPK;

2) biaya langsung demobilisasi personel.
c. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh PPK atau Penyedia.
d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata,pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
1) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam

proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
2) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran

persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang;

3) penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

4) penyedia tanpa persetujuan PPK, tidak memulai pelaksanaan pekeijaan;
5) penyedia menghentikan pekeijaan dan penghentian ini tidak tercantum dalam

program mutu serta tanpa persetujuan PPK;
6) penyedia berada dalam keadaan pailit;
7) Penyedia gagal memperbaiki kinega setelah mendapat Surat Peringatan

sebanyak 3 (tiga) kali;
8) penyedia selama Masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka

waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9) PPK memerintahkan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan

pekeijaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan)
hari;dan/atau

10) PPK tidak menerbitkan surat perintah pembayaran untuk pembayaran tagihan
angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.

e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
1) Sisa uang muka hams dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan

(apabila diberikan);
2) penyedia membayar denda keterlambatan (apabila ada); dan
3) penyediadikenakan Sanksi DaflarHitam.

a. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur,
melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan
pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

20. PEMBAYARAN

a. pembayaran prestasi hasil pekeijaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan
ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekeijaan;
2) pembayaran dilakukan dengan pembayaran secara sekaligus;
3) pembayaran hams dipotong denda (apabila ada), dan pajak ;

b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekeijaan selesai 100% (seratus
persen) dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani.



c. PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari keija setelah pengajuan permintaan
pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran
kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).

d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan
untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan
perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang
menjadi perselisihan.

21. DENDA

a. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekeijaan
karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk
membayar denda kepada PPK sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai SPK untuk
setiap hari keterlambatan.

b. PPK mengenakan Denda dengan memotong pembayaran prestasi pekeijaan
Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual
Penyedia.

22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PPK dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan
secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini
atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekeijaan. Jika perselisihan tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui
Layanan Penyelesaian Sengketa, arbitrase atau Pengadilan Negeri.

23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personel satuan keija PPK telah atau akan
menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SPK ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Untuk dan atas nama

Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang
Pejabat Pembuat Komilmen

PIP Semarang

MARKHABAN SAPTA HADI. ST

Penata Muda (Ill/a)

NIP. 19840327 201012 1 003

Untuk dan atas nama Penyedia

KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO

BUDI CAHYO S. SE, Akt. CA. CPA

Partner



BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR; PL.102 / 55 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a

)abatan

Alamat

Berkedudukan

MARKHABAN SAPTA HAD!, ST

Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Jl. Singosari 2A Semarang

yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang
Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan hasil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oieh
KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO sesuai Surat Perjanjian Kerja [SPK) antara KAP

DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO dengan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Nomor :
PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2 Februari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan
telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Audit KAP dengan prestasi pekerjaan sebesar
100% sesuai laporan hasil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada
tanggal 18 Maret 2022.
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja [SPK] Nomor : PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2
Februari 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari
nilai SPK sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta ruplah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen

Belanja BLU

PIP SEMARANG

BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner

MARKHABAN S 4PTA HADI. ST

Penata Muda (Ill/a)
NIP. 19840327 201012 1003



BERITA ACARA PEMERIKSAAN DAN PRESTASI PEKERJAAN 100%

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

NOMOR : PL.102 / 55 / 1 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a

jabatan
Alamat

Berkedudukan

MARKHABAN SAPTA HADI, ST

Pejabat Pembuat Komitmen BLU
Jl. Singosari 2A Semarang
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang
Nomor: SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

Telah mengadakan pemeriksaan basil Pekerjaan tersebut diatas yang dilaksanakan oleh
KAP DARSONO & BUDl CAHYO SANTOSO sesuai Surat Perjanjian Kerja (SPK) antara KAP
DARSONO & BUDl CAHYO SANTOSO dengan Politeknik Ilinu Pelayaran Semarang Nomor :
PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2 Februari 2022.

Hasil pemeriksaan dimaksud adalah sebagai berikut:

Pekerjaan tersebut diatas dan setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian di lapangan
telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Audit KAP dengan prestasi pekerjaan sebesar
100% sesuai laporan basil pekerjaan dan pemeriksaan bersama dan dinyatakan Baik pada
tanggal 18 Maret 2022.
Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (SPK] Nomor : PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2
Februari 2022 maka pihak Penyedia Barang/Jasa berhak menerima Pembayaran 100% dari
nilai SPK sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dan dltandatanganl untuk digunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

KAP DARSONO & BUDl CAHYO SANTOSO

Yang memeriksa
Pejabat Pembuat Komitmen

Beianja BLU
PIP SEMARANG

BUDl CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner

MARKHABAN S PTA HADI. ST

Penata Muda (Ill/a]
NIP. 19840327 201012 1003



BERITA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor: PL.102 / 55 / 2 / PIP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1. N a m a

Jabatan

Alamat

Berkedudukan

MARKHABAN SAPTA HAD!, ST

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU
Jl. Singosari 2A Semarang
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang
Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : BUDI CAHYO S, SE, Akt, CA, CPA

Jabatan : Partner, KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
Alamat : ]1. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan,

Semarang, Jawa Tengah
Berkedudukan : yang bertindak untuk dan atas nama KAP DARSONO & BUDI CAHYO

SANTOSO berdasarkan akte pendirian Nomor : 21 Tanggal 26 Maret
2003 dlhadapan Muhammad Hafidz, S.H. di Semarang. Dalam hal ini
sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan
atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Surat Perintah Kerja [SPK) Pengadaan Audit KAP

Nomor: PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2 Februari 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Audit KAP

Nomor: PL102 / 55 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 18 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan basil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima
basil pekerjaan dimaksud dengan Baik dan Lengkap pada tanggal 18 Maret 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleb kedua belab pibak untuk dapat
dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja BLU

PIP SEMARANG

BUDI CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner

MARKHABAN SfiPT HADI.ST

Penata Muda (lll/a)
NIP. 19840327 201012 1003



BER!TA ACARA SERAH TERIMA

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG TAHUN 2022

Nomor; PL.102 / 55 / 2 / PlP.SMG-2022

Pada hari ini Jum'at tanggal 18 Maret 2022, yang bertandatangan dibawah ini:

1.

2.

N a m a

Jabatan

Alamat

Berkedudukan

N a m a

)abatan

Alamat

Berkedudukan

MARKHABAN SAPTA HAD!, ST

Pejabat Pembuat Komitmen Belanja BLU

jl. Singosari 2A Semarang
yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur PIP Semarang
Nomor : SK. 666 Tahun 2021 tanggal 20 Desember 2021, selanjutnya
disebut PIHAK PERTAMA.

: BUD! CAHYO S, SE, Akt, CA, CPA

: Partner, KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

: Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan,
Semarang, Jawa Tengah

: yang bertindak untuk dan atas nama KAP DARSONO & BUDI CAHYO
SANTOSO berdasarkan akte pendirian Nomor: 21 Tanggal 26 Maret

2003 dihadapan Muhammad Hafidz, S.H. di Semarang. Dalam hal ini
sesuai dengan ketentuan anggaran dasarnya, bertindak untuk dan

atas nama Badan Usaha tersebut di atas, yang selanjutnya dalam
perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan:

1. Surat Perintah Kerja (SPK) Pengadaan Audit KAP

Nomor: PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2 Februari 2022.

2. Berita Acara Pemeriksaan dan prestasi Pekerjaan 100 % Pengadaan Audit KAP

Nomor: PL.102 / 55 / 1 / PIP.SMG-2022 tanggal 18 Maret 2022.

PIHAK KEDUA menyerahkan basil Pekerjaan tersebut diatas dan PIHAK PERTAMA menerima

basil pekerjaan dimaksud dengan Baik dan Lengkap pada tanggal 18 Maret 2022.
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat

dipergunakan seperlunya.

Yang diperiksa,
Pelaksana Pekerjaan

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

Yang memeriksa

Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja BLU

PIP SEMARANG

Bum CAHY SE. Akt. CA. CPA

Partner

STMARKHABAN S VPT HAD!

Penata Muda (Ill/a]

NIP. 19840327 201012 1 003



BERITA ACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERJAAN
LOKASI

TAHUNANGGARAN

PENGADAAN AUDIT KAP

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

IL.S1NG0SARI2A SEMARANG
2022

Pada hari ini 5u(>^w tanggal
yang bertandatangan dibawah ini:

bulan tahun Dua ribu dua puluh dua (csS -<j^-2022),

N a m a

Jabatan
Alamat

Berkedudukan

Nama

Jabatan

Alamat

Berkedudukan

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

Jl. Singosari 2A Semarang
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Vang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : BUDI CAHYOS,SE,Akt,CA.CPA

Partner, KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

: Jl. Mugas Dalam N0.6S, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Semarang, Jawa
Tengah
yang bertindak untuk dan atas nama KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
berdasarkan akte pendirian Nomor: 21 Tanggal 26 Maret 2003 dihadapan
Muhammad Hafidz, S.H. di Semarang. Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan
anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di
atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran [ DIPA) PIP Semarang

Nomor: SP DIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor: PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2 Februari 2022.

4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor: PL102 / 55 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal 18 Maret 2022.

MENYATAKAN:

a. PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA atas Pembayaran 100 % dari harga
pekerjaan sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

b. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari PIHAK PERTAMA
sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2
Februari 2022.

PIHAK KEDUA

PENYEDIAJASA

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PIP SEMARANG

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

BUD! CAHYO S. SE. Akt. CA. CPA

Partner

Cant. DIAN WAHDIANA. M.M.

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 19700711 199803 1 003



BERITAACARA PEMBAYARAN 100%

JENIS PEKERjAAN

LOKASl

TAHUN ANGGARAN

PENGADAAN AUDIT KAP

POUTEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

JLSING0SAR12A SEMARANG
2022

Pada hari ini tanggal oS
yang bertandatangan dibawah ini:

bulan tahun Dua ribu dua puluh dua -^-2022),

N a m a

jabatan

Alamat

Berkedudukan

N a m a

Jabatan

Alamat

Berkedudukan

1. Nama : Capt. DIAN WAHDIANA, M.M
Direktur

Jl. Singosari 2A Semarang
Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang
Yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Republik
Indonesia Nomor SK. 2748 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : BUDl CAHYO S, SE, Akt, CA, CPA

Partner, KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

: Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Semarang, Jawa
Tengah
yang bertindak untuk dan atas nama KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO
berdasarkan akte pendirian Nomor : 21 Tanggal 26 Maret 2003 dihadapan
Muhammad Hafidz, S.H. di Semarang. Dalam ha) ini sesuai dengan ketentuan
anggaran dasarnya, bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tersebut di
atas, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KEDUA.

BERDASARKAN:

1. Pekerjaan dan Lokasi tersebut diatas.
2. Daftarlsian Pelaksanaan Anggaran ( DIPA) PIP Semarang

Nomor: SP DIPA~022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021.
3. Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor: PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2 Februari 2022.

4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100%
Nomor: PL.102 / 55 / 2 / PIP.SMG-2022 Tanggal 18 Maret 2022.

MENYATAKAN:

a. PIHAK PERTAMA setuju membayar kepada PIHAK KEDUA atas Pembayaran 100 % dari harga
pekerjaan sebesar Rp. 55.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah).

b. PIHAK KEDUA berhak menerima Pembayaran tersebut pada huruf (a) dari PIHAK PERTAMA
sesuai dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor PL.102 / 24 / 7 / PIP.SMG-2022 Tanggal 2
Februari 2022.

PIHAK KEDUA

PENYEDIAJASA

KAP DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

PIHAK PERTAMA

DIREKTUR PIP SEMARANG

SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN

£Amim S. SE. Akt. CA. CPA

Partner

Cant. DIAN WAHDIANA. M.M.

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19700711 199803 1 003
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RINGKASAN SPK/KONTRAK

Untuk Kegiatan yang dananya berasal dari BLU dengan metode Pengadaan Langsung

1. Nomor dan tanggal DIPA

2. Kode Kegiatan/Sub Kegiatan/MAK

3. Nomor dan Tanggal Kontrak

4. Kama Penyedia / Perusahaan

5. NPWP / Alamat Perusahaan

6. Nilai/Harga Pekegaan

7. Uraian / Volume Pekerjaan

8. Cara Pembayaran

9. Jangka Waktu Pelaksanaan

Pekegaan

10. Tanggal Penyelesaian Pekeijaan

11. Jangka Waktu Pemeliharaan

12. Ketentuan Sanksi/Denda

SPDIPA-022.12.1.414330/2022 tanggal 17 November 2021

022.12.WA.4627.EBD.955.51. J.525113

PL.102/26/1/PIP.SMG-2022 Tanggal 4Februari2022

PL DARSONO & BUDI CAHYO SANTOSO

02.798.723.9-508.000 / Jl. Mugas Dalam No.65, Kel. Mugasari, Kec.
Semarang Selatan, Semarang, JawaTengah

Rp 55.000.000,- (Limapuluh limajuta rupiah)

Pengadaan Audit KAP

Dibayarkan sekaligus 100% dilakukan melalui PT. Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah Cabang Utama atas nama Dr. Darsono, MBA, Akt

dengan Nomor Rekening : 1.034.13188-1

45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak tanggal 2 Februari -

18 Maret 2022

18Maret2022

Apabila teijadi keterlambatan penyelesaian pekeijaan akibat dari

kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda

keterlambatan l%o (satu perseribu) per hari dari Harga Pekeijaan.

Catalan

Apabila teijadi addendum kontrak maka

data kontrak agar disesuaikan dengan

perubahannya.

Semarang, 2 Februari 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

BLU

POLITEKNIKILMU PELAYARAN SEMARANG

MARKHABAN SAJPTA HADL ST
Penata Muc/a (Ill/a)

NIP. 19840327 201012 1003



^Bankjateng
SURAT REFERENSl BANK

Nomor :0312/PLY.01/034/2022

Yang Bertanda tangan dibawah ini meneran^an bahwa :

Nama

Alamat

Managing Partner

DR. DARSONO, MBA. AKT
Jl. Mugas Dalam Vni/7, Semarang
Dr. Darsono, MBA, CA, CPA

Adalah nasabah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengali Cabang Utama

Sejak Tanggal

Nomor Rekening

26 Agustus 1997

1.034.13188.1

Surat referensi ini diberikan atas pennintaan yang bersangkutan imtuk p^eijaan ;

Pengadaan Audit Laporan Keuangan Politeknik Ilmu Pelayanan (PIP) Tahun Anggaran

2022.

Surat Referensi ini tidak mempunyai ikatan apapun dengan pihak Bank serta batal dengan

sendirinya apabila penggunaannya menytmpang dari yang dimaksud diatas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

Semarang, 01 Maret 2022
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH

JJVWATENGAH
Utama V

uTAMA^'V; ^

' ̂ ENftAi'WAjiYUNlNGSIH
fjs. Pemimpin Bidang Pelayanan

KANTOR OfiANG UTAMA: OaXMO QftlNATHA LT 1, JL PBWOANO. 142 SEMARANG. laP: (024) JSMOZS. 3554044.3515611.35401113516224. M20162.351544. FAX: (024) 3520151-


